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Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Permintaan Upah 
Tambahan oleh Blantik Kambing di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh 
Kabupaten Jombang”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. 
Bagaimana Praktik Permintaan Upah Tambahan oleh Blantik Kambing di Desa 
Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang? 2. Bagaimana Analisis 
Hukum Islam Terhadap Permintaan Upah Tambahan oleh Blantik Kambing di 
Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang ? 
Skripsi merupakan hasil penelitian lapangan (field research) di Desa 
Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. Data penelitian dihimpun 
melalui wawancara, selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif  
analisis dengan pola pikir induktif yaitu Pola pikir yang berpijak pada teori-teori 
dan kemudian dikaitan dengan fakta di lapangan tentang permintaan upah 
tambahan oleh blantik yang tidak tercantum pada akad kontrak. 
 
Dalam penelitian disimpulkan yang pertama, perjanjian upah antara 
pemilik kambing dengan blantik antara lain jika blantik menambahkan harga 
lebih tinggi blantik tidak akan mendapatkan upah dari pemilik kambing, karena 
upah sudah termasuk harga yang diperoleh dari penambahan harga hasil 
penjualan kambing. Namun jika blantik menjual kambing dengan harga tetap 
harga yang disepakati di awal antara blantik dengan pemilik kambing blantik 
akan mendapatkan upah sendiri dari pemilik kambing. Namun pada praktiknya 
blantik menambahkan harga kambing dan meminta upah tambahan kepada 
pemilik kambing sebesar Rp100.000,00. Karena pada saat awal transaksi pemilik 
kambing tidak menjelaskan jumlah upah yang akan diberikan kepada blantik 
setelah dia berhasil menjual kambing tersebut. Sehingga hal ini yang menjadikan 
blantik meminta upah tambahan kepada pemilik kambing. Kedua menurut 
Hukum Islam penulis penyimpulkan bahwa praktik menjadi fasakh yaitu tidak 
terpenuhinya syarat dan rukun ijarah, yaitu tidak ada kejelasan jumlah upah yang 
akan diberikan pemilik kambing kepada blantik. 
 
Adapun saran bagi pemilik kambing Sebaiknya saat penentuan upah 
pemilik kambing menyebutkan jumlah nominal yang akan diberikan kepada 
blantik, agar tidak ada kecurangan antar kedua belah pihak, seperti penambahan 
harga kambing yang dilakukan blantik tanpa sepengetahuan pemilik kambing. 
Untuk jasa blantik disarankan pada saat penyampaian informasi terutama 
penyampain harga kambing yang terjual disampaikan dengan jujur kepada 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk sosial, yang 
saling membutuhkan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lainya 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup yang dimaksud 
berupa kebutuhan yang bersifat primer maupun sekunder. Dalam kehidupan 
sosial, setiap manusia membutuhkan bantuan satu sama lain untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan tidak terbatas oleh materi saja tetapi 
juga jasa dalam bidang keahlian (ketrampilan).  
Manusia sebagai makhluk sosial, diharuskan tolong-menolong antara 
satu sama lain, tolong-menolong yang baik bersifat menguntungkan dan 
tidak merugikan, yang dijelaskan dalam firman Allah Swt  QS. al-Ma>idah 
ayat 2 yang berbunyi : 
 َوْدُعْلاَو ِمْث ِْلْا ىَلَع اُونَواَعَـت َلاَو ىَوْقَّـتلاَو  ِرِبْلا ىَلَع اُونَو اَعَـتَو ِعْلا ُديِدَش َهَّللا َّنِإ َهَّللا اوُقّـَتاَو ِنا ِباَق .. 
Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah amat berat siksa-Nya1” 
 
Manusia yang diperintahkan untuk tolong-menolong dalam kebaikan 
sesuai dengan ayat misalnya dalam hal sosial, politik dan ekonomi. Tolong-
menolong dalam kehidupan sosial berhubungan dengan kehidupan 
bermasyarakat, sedangkan tolong-menolong dalam aspek ekonomi meliputi 
                                                             
1 Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahan  (Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 
1994), 156. 


































jual beli, upah-mengupah dan keperantaraan, serta dalam hal bermuamalah 
lainya yang sesuai dengan prinsip Islam.  
Aspek dalam jual beli ada penjual, pembeli dan perantara. Ketika 
transaksi berlangsung ada seorang penjual yang tidak secara langsung 
menjual-belikan barangnya sendiri, tetapi lewat seorang perantara. Dalam 
hal ini jika menggunakan jasa perantara maka kita wajib memberinya upah 
sesuai dengan hasil kerjanya. Rasulullah Saw, bersabda hendaknya 
membayarkan upah pekerja sebelum keringatnya kering. 
 ِجي َْنأ َلْبَـق َُهرْجأ َريِجلأا اوُطْعأ ُهُقَرَع َّف  




Ija>rah dalam istilah fiqih berarti transaksi kepemilikan manfaat/harta 
dengan imbalan tertentu. Mempersewakan ialah akad atas manfaat (jasa) 
yang dimaksud lagi diketahui. Dengan takaran yang diketahui, menurut 
syarat-syarat yang akan dijelaskan.3 Upah dalam Islam, dimasukkan dalam 
sewa-menyewa, melibatkan ajir dan mu’tajir (penyewa dan menyewakan). 
Dalam hal ini, pengusaha dianggap sebagai pihak penyewa sedangkan 
pekerja dianggap sebagai pihak yang menyewakan. 
Upah (ujrah) adalah berupa harta yang diberikan sebagai kopensasi 
atas pekerjaan yang dikerjakan, baik berupa uang atau barang, yang memiliki 
nilai harta yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Upah (ujrah) 
                                                             
2 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subul As-Salam Bulugul Maram Terj. 
Muhammad Isnan. Jilid 2 (Jakarta: Darus Sunah, 2015), 525. 
3 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Bandung: PT Sinar Baru, 1996), 303. 


































dibedakan menjadi dua yaitu: pertama, upah yang telah disebutkan 
(ajrun musa>mma) syartnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua 
belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (ajrun misli>) 
yaitu sepadan dengan kerjanya atau sesuai dengan kondisi pekerjaanya yang 
sedang dilakukan.1 
Transaksi ija>rah upah harus jelas, memiliki sifat tertentu dan 
memiliki nilai manfaat, manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, 
sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan antar 
keduanya.oApabila manfaat yang menjadi objeks ija>rah tidak jelas, maka 
transaksinya tidak sah.pKejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan 
rinci beberapa manfaat yang menjadi objek ija>rah.2 Adapun syarat dan rukun 
ija>rah yang harus terpenuhi adalah : 
1. S}ighah pernyataan persetujuan dari kedua belah pihak 
2. Status upah harus diketahui karena upah sendiri merupakan alat transaksi 
tukar-menukar sehingga harus diketahui sebagaimana harganya. 
3. Upah disyaratkan harus diketahui jumlahnya baik dalam sewa-menyewa 
atau upah-mengupah. 
4. Hendaknya objek akad harus diketahui. 
Menurut ulama Hanabila mengenai upah harus jelas, jadi tidak sah 
apabila persewaan atau perburuan tidak dijelaskan upahnya. Sedangkan 
manfaat harus diketahui sama seperti jual beli, manfaat tersebut dapat 
                                                             
1 Ya’qub Hamzah, Kode Etik Munurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi”, cet II 
(Bandung: CV Diponegoro, 1992), 65. 
2 Abu Azam Al Hadi, fiqih muamalah kontemporer (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 74. 


































diketahui dengan dua hal yaitu menurut adat kebiasaan dan mensifati 
manfaat 
Pengertian upahksecara umum dapat ditemukan dalam undang-
undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaanupasal 1 ayat 30 yang 
berbunyi “upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan 
dalam bentuk uang sebagaigimbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 
kepadampekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian 
kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan”3 
Blantik  berasal dari Bahasa Jawa yang berarti perantara Jual Beli 
hewan ternak. Istilah blantik  digunakan untuk para perantara pedagang 
hewan (kambing). Blantik sangat berperan aktif dalam memasarkan 
kambing, baik dalam bidang penerimaan pesanan maupun penawaran harga. 
Sampai perolehan laba dari hasil negoisasi transaksi kambing, posisi blantik 
sebagai perantara atau penghubung antara kedua belah dalam bertransaksi. 
Namun pada praktiknya, kinerja di lapangan kinerja dari seorang blantik, 
dari yang ingin untung sendiri dengan cara menambahkan harga barang 
tanpa sepengetahuan antara kedua belah pihak, dan mengorbankan 
kepentingan salah satu pihak dan tidak bertanggung jawab atas resiko yang 
mungkin terjadi. 
Latar belakang mengunakan jasa blantik, dilihat dari kebutuhan hidup 
sehari-hari masyarakat.  Biaya merupakan sebagai unsur yang utama, 
termasuk kebutuhan mendesak oleh karena itu, masyarakat desa Sudimoro 
                                                             
3 Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 


































sering kali meminta bantuan jasa blantik untuk membantu jual beli. Mereka 
berpendapat bahwa dengan menggunakan jasa blantik akan lebih cepat 
terjual dan lebih memudahkan proses jual beli, serta bisa digunakan untuk 
kebutuhan produktif yaitu, suatu hal yang bisa menghasilkan atau 
mendatangkan keuntungan secara besar atau banyak contohnya seperti untuk 
tambahan modal. Dengan adanya jasa blantik pekerjaan mereka terbantu 
dalam hal jual beli, tanpa harus bersusah payah menjualnya sendiri. 
Tahapan transaksi antara blantik dengan pemilik kambing. Pemilik 
kambing menghubungi terlebih dahulu blantik yang mereka sudah percaya  
untuk menjual maupun mencarikan hewan ternak yang sedang dibutuhkan 
dan menjual kambing dengan harga yang ditentukan pemilik kambing. 
Setelah itu pemilik kambing dan jasa blantik berbicara mengenai 
kesepakatan upah, kesepakatanya antara lain jika blantik menambahkan 
harga lebih tinggi blantik tidak akan mendapatkan upah dari pemilik 
kambing, karena upah sudah termasuk harga yang diperoleh dari 
penambahan harga hasil penjualan kambing. Namun jika blantik menjual 
kambing dengan harga tetap harga yang disepakati di awal blantik akan 
mendapatkan upah sendiri dari pemilik kambing.  
Pada saat proses transaksi berlangsung, blantik berhasil menjual 
kambing dengan harga yang diinginkan pemilik kambing. Blantik 
menambahkan harga kambing tanpa sepengetahuan pemilik kambing dan 
blantik meminta upah lagi dari pemilik kambing. Padahal kesepakatan awal 
jika blantik menambahkan harga dari hasil penjualan kambing blantik tidak 


































akan mendap atkan upah namun jika blantik menjual dengan harga tetap dia 
akan mendapatkan upah dari pemlilik kambing. Akan tetapi, blantik  
meminta upah tambahan dari hasil penjualan kambing. Upah yang diminta 
blantik berupa uang sebesar Rp100.000,00 padahal blantik sudah 
mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kambing dan pemilik kambing 
tidak mengetahuinya. Hal ini terjadi karena pada saat penentuan upah tidak 
diperjanjikan diawal akad, berapa jumlah upah yang akan diberikan kepada 
blantik atas jasanya sebagai blantik. Blantik merasa hanya mendapatkan 
upah yang sedikit, upah yang tidak sepadan dengan tenaga yang dikeluarkan 
untuk menjual maupun mencarikan kambing. Sehingga hal ini memicu 
blantik untuk mendapatkan keuntungan yang cukup banyak dengan cara 
meminta upah tambahan dari pemilik kambing. 
Pada saat itu blantik menjual beberapa ekor kambing yang terjual 
sebesar Rp2000.000,00 setelah kambing tersebut terjual blantik memberikan 
hasil penjualan kambing kepada pemilik kambing sebesar Rp1.700.000,00. 
Yang di awal perjanjian blantik seharusnya menjual kambing dengan harga 
kesepakatan awal yaitu sebesar Rp1.700.000,00. Namun blantik menjual 
kambing dengan harga yang lebih tinggi sebesar Rp2000.000,00. 
Penambahan harga tidak diketahui oleh pemilik kambing dan blantik 
meminta upah tambahan kepada pemilik kambing sebesar Rp100.000,00. 
Padahal di awal sudah dijelaskan oleh pemilik kambing jika blantik 
menambahkan harga sendiri dia tidak akan mendapatkan upah karena upah 
sudah termasuk tambahan harga kambing yang dijual blantik. Namun blantik 


































tetap menambahkan harga kambing dan juga meminta upah tambahan 
kepada pemilik kambing. 
Berdasarkan penjelasan diatas penulis menganalisis permasalahan 
jasa blantik kambing di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupten 
Jombang. Penulis menganalisis dari segi Hukum Islam, Tidak ada kejelasan 
upah yang diberikan pemilik kambing kepada blantik kambing di awal akad 
yang menjadikan blantik tidak jujur dalam melakukan transaksi sebagai jasa 
blantik yaitu dengan cara menambahkan harga tanpa sepengetahuan pemilik 
kambing. Untuk mengetahui status Hukum dari transaksi ini maka penulis 
mengambil judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Permintaan Upah 
Tambahan oleh Blantik Kambing di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh 
Kabupaten Jombang” 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Beberapa masalah yang bisa dikaji yaitu: 
1. Praktik blantik kambing di Desa Sudimoro Megaluh Jombang 
2. Latar belakang menggunakan jasa blantik. 
3. Permintaan upah tambahan oleh blantik berupa uang sebesar 
Rp100.000,00 
4. Penambahan harga sepihak oleh blantik kambing. 
5. Tidak adanya perjanjian di awal akad. 
6. Ketidak jelasan upah yang diberikan pemilik kambing kepada blantik 
kambing di awal akad. 


































7. Analisis Hukum Islam terhadap permintaan upah tambahan oleh jasa 
blantik. 
Penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 
1. Praktik permintaan upah tambahan oleh blantik kambing di Desa 
Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. 
2. Anaslisis Hukum Islam terhadap permintaan upah tambahan oleh  blantik 
kambing di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. 
 
C. Rumusan Masalah 
1.  Bagaimana praktik permintaan upah tambahan oleh blantik kambing di 
Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang ? 
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap permintaan upah tambahan 
oleh blantik kambing di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten 
Jombang? 
 
D. Kajian Pustaka 
Penulis mencari gambaran penelitian yang berhubungan dengan 
penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi 
pengulangan penelitian yang dilakukan Terdahulu. terdapat beberapa 
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain: 
1. Skripsi berjudul“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Catonan di Desa 
Cieurih Kec. Maja Kab. Majalengka”oleh Ade Taofik Ibrohim 2012 (IAIN 


































Sunan Ampel Surabaya).4 Dapat disimpulkan bahwa dalam praktik upah 
catonan perjanjian kerja anatara petani (pemilik sawah) dengan buruh tani 
(yang bekerja untuk menanam dan panen padi) untuk menanam padi dan 
panen padi dengan upah sebagian dari hasil panen yang didapatkan 
dengan ukuran 6:1 yang diberikan setelah panen selesai. Dalam Hukum 
Islam membolehkan Upah Catonan, namun ulama Syafi’iyah dan 
Hanafiyah menghukumi sistem Catonan itu haram karena dianggap 
mengandung ketidak jelasan upah. Persamaanya sama-sama membahas 
tentang pengupahan. Sedangkan perbedaan terletak pada Analisis Hukum 
Islam sebagai analisis yang dipakai penulis. 
2. Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap pemberian Upah atas 
jasa pemeliharaan sapi: studi kasus di Dusun Sambi Kerep Kecamatan 
Balen Kabupaten Bojonegoro ”Hidayatul Umroh 2012 (IAIN Sunan 
Ampel Surabaya) 5 . Di simpulkan bahwa dalam pemberian upah 
menggunkaan sistem bagi hasil dari keuntungan menjual sapi dan 
pembayaran upahnya akan diberikan ketika hewan peliharaanya laku 
terjual. Sedangkan waktu pemeliharaanya tidak dijelaskan di awal akad. 
Persamaanya sama-sama membahas tentang pengupahan, sedangkan 
perbedaanya disini penulis membahas tentang permintaan  upah jasa 
                                                             
4 Taofik Ibrohim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Catonan di Desa Cieurih Kec. Maja 
Ka. Majalengka”(Skripsi – IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 6. 
5 Hidayatul Umroh, “”Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah atas Jasa Pemeliharaan 
Sapi : Studi kasus di Desa Sambi Kerep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro” (IAIN Sunan 
Ampel Surabaya, 2012), 6. 


































blantik kambing, sedangkan Hidayatul Umroh membahs tentang upah 
bagi hasil pemeliharaan sapi. 
3. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah 
Tanpa Kontrak di UD. Samudera Pertama Surabaya” oleh Ali Usman 
2014 (UIN Sunan Ampel Surabaya). 6  Disimpulkan bahwa aplikasi 
pemberian upah tanpa kontrak di UD. Samudera Pratama Surabaya terkait 
dengan hubungan kerja yaitu tentang perjanjian kerja antara pengusaha 
dengan pegawai tidak dijelaskan berapa upah yang diberikan oleh 
pengusaha karena didalam perjanjian mereka menggunakan ucapan, 
sehingga pemberian upah kepada pegawai terjadi kesewenang-wenangan 
dalam memberikan upah oleh pengusaha. Persamaanya sama-sama 
membahas tentang pengupahan. Sedangkan perbedaanya disini penulis 
membahas tentang permintaan upah jasa blantik dan terletak pada 
Analisis Hukum Islam sebagai analisis yang dipakai. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian utama 
penelitian ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai 
praktik permintaan upah tambahan oleh blantik kambing di Desa 
Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. 
                                                             
6 Ali Usman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Tanpa Kontrak di UD. 
Samudera Pratama Surabaya”(Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 4. 


































2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan lebih dalam mengenai Hukum 
Islam terhadap permintaan upah tambahan oleh blantik kambing di 
Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. 
 
F.  Kegunaan Penelitian 
Meruncing permasalahan diatas, peneliti berharap dari penelitian ini 
bisa berguna dan bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun pembaca, paling 
tidak untuk dua aspek yaitu: 
1. Secara teoritis 
a. Bagi penulis 
Sebagai bahan untuk menambah wawasan dalam 
memahami kegiatan ekonomi sesuai syariat Islam dan sebagai 
persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Strata 1 (satu) 
pada Fakultas Syariah dan Hukum. 
b. Bagi pembaca 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan 
referensi bagi penelitian berikutnya khususnya tentang penerapan 
upah blantik kambing. 
2. Secara praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan intropeksi 
bagi pihak pemilik kambing yang menggunakan jasa blantik dan bagi 
blantik sendiri agar melakukan akad sesuai dengan ketentuan hukum 
Islam. 



































G.  Definisi Operasional 
Mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan arah judul penelitian. 
Serta untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami terhadap 
istilah yang dimaksud dalam judul, maka perlu kiranya peneliti menjelaskan 
beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai 
berikut: 
1. Hukum Islam  
Peraturan atau ketentuan yang bekenaan dengan akad ija>rah 
berdasarkan al-Qur’an dan as-sunnah serta berbagai pendapat ulama.  
2. Permintaan upah tambahan 
Permintaan upah yang dilakukan pihak blantik kepada pemilik 
kambing berupa uang sebesar Rp100.000,00 agar blantik mendapatkan 
keuntungan lagi dari hasil penjualan kambing.  
3. Blantik   
Blantik berasal dari Bahasa Jawa yang berarti perantara jual beli 
hewan ternak, istilah blantik  digunakan untuk para perantara pedagang 
hewan (kambing). 
 
H.  Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan faktor penting dalam memberi arahan 
dan sebagai pedoman dalam memahami suatu obyek penelitian, sehingga 
dengan1metode dapat diharapkan penelitian yang dilakukan akan berjalan 


































dengan baik dan lancar. Dengan metode penelitian dapat diharapkan peneliti 
akan memperoleh hasil yang berbobot dan dapat dipertanggung jawabkan. 
Dalam hal ini metode diartikan sebagai suatu cara memecahkan masalah 
yang ada dengan mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan 
menginterpretasikan data. 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian 
lapangan (field research) yaitu penelitian yang berlangsung 
dimasyarakat/ lapangan. Peneliti dapat berpartisipasi secara langsung 
dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati fenomena-fenomena 
yang ada didalam budaya setempat 7 . Maka dalam hal ini obyek 
penelitiannya adalah tentang praktik pelaksanaan blantik kambing di 
Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. 
2. Data yang dikumpulkan  
Data yang dikumpulkan berdasarkan permasalahan adalah, sebagai 
berikut: 
a. Data tentang alasan pemilik kambing menggunakan jasa blantik 
b. Data tentang alasan blantik menambahkan harga penjualan kambing 




                                                             
7 Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28. 


































3. Sumber data 
Ada dua sumber data yang peneliti jadikan pegangan agar dapat 
memperoleh data yang konkrit dan berkaitan dengan masalah penelitian 
diatas, yaitu : 
a. Sumber primer  
Sumber primer adalah yang memberi informasi langsung 
kepada pengumpul data, dan cara pengumpulanya dapat dilakukan 
dengan observasi, interview atau wawancara, kuesioner, 
dokumentasi, dan gabungan dari  keempatnya.8  Maka narasumber 
yang dipilih untuk diwawancari dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1) Pemilik kambing yang menggunakan jasa blantik. 
2) Blantik selaku perantara jual beli hewan 
3) Pembeli kambing  
b. Sumber sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal 
dari bahan kepustakaan.9  Data sekunder sifatnya membantu untuk 
melengkapi serta menambahkan penjelasan megenai sumber-sumber 
data yang berkaitan dengan penelitian ini: 
1) Subekti, Aneka Perjanjian   
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
                                                             
8Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 211. 
9 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88. 


































4. Teknik pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 
strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 
mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 
penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data 
yang diterapkan. 10  Pengumpulan data dilakukan secara langsung 
dilapangan yang berkaitan dengan masalah penelitian diatas, dalam 
pengumpulan data tersebut peneliti menggunaka beberapa metode 
sebagai berikut: 
a. Wawancara (interview) 
Metode wawancara disini ialah suatu kegiatan tanya jawab 
dengan tatap muka (face to face) antara pewawancara (interview) 
dengan yang diwawancarai (interviewer). Tentang masalah yang 
diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, 
sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan 
masalah yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan sebagaian 
warga yang ada di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten 
Jombang untuk menggali data dan informasi tentang mekanisme 
praktik blantik kambing serta alasan mereka melakukanya. 
b. Observasi 
Observasi merupakan teknik pengumpulan data esensial 
dalam penelitian terlebih dalam penelitian kualitatif. Istilah 
                                                             
10 Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 224. 


































observasi sendiri diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara 
akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan 
hubugan antara aspek dalam fenomena tersebut. Teknik 
pengumpulan data seperti ini yaitu dengan cara mengamati dan 
mencatat fenomena yang terjadi tentang praktik blantik kambing 
di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak 
langsung ditunjukan pada subyek penelitian, namun melalui 
dokumen. 11  Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 
berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-
karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan 
pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 
dalam penelitian kualitatif. 12  Dokumen yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah buku-buku yang dianggap relevan dengan 
permasalahan praktik blantik kambing di Desa Sudimoro 
Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. 
5. Teknik Pengolahan data 
Selanjutnya, setelah data dikumpulkan akan diperlukan adanya 
pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 
                                                             
11 M. Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87. 
12 Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan  dan R&D (Bandung: 
ALFABETH,XIV,2011), 240 


































a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh 
dengan memilih dan menyeleksi atau mengoreksi data tersebut dan 
berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan 
yang lainya, keaslian, kejelasan serta relevasinya dengan 
permasalahan.13 Peneliti menggunakan teknik ini untuk memeriksa 
kembali data-data yang sudah terkumpul dan akan digunakan sebagai 
sumber studi dokumentasi. Yang diedit adalah data pemilik kambing 
yang telah melakukan transaksi blantik kambing. 
b. Organizing, yaitu suatu langkah untuk menetapkan, mengatur dan 
menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat 
memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta 
mengelompokan data yang diperoleh. 14  Dengan teknik ini peneliti 
akan lebih mudah mencari data yang sudah dikelompokan dan 
diharapkan memperoleh gambaran tentang praktik blantik di Desa 
Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. 
c. Analiyzing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil 
editing dan organizing data yang diperoleh dari sumber-sumber 
penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainya, sehingga 
diperoleh kesimpulan. Menggambil kesimpulan tentang praktik 
blantik kambing di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten 
Jombang. Dari sumber-sumber data yang dikumpulkan melalui 
                                                             
13 Halid Narbuko dan Abu Achmadi, metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153. 
14 Ibid, 154. 


































tahapan-tahapan diatas. Data yang dianalisis menggunakan hukum 
Islam. 
6. Teknik analisis data 
Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan 
kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
orang-orang dan perilaku yang dapat diamanati dengan metode yang 
telah ditentukan.15 
a. Analisis Deskriptif 
Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi 
atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, aktual 
dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 
fenomena yang diselidiki.16 Penelitian menggunakan metode ini 
untuk mengetahui gambaran tentang praktikblantik kambing di 
Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. 
b.  Pola pikir Induktif 
Dalam penelitian ini penulis menggunkan pola pikir 
induktif yaitu pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang 
berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdarkan 
fakta-fakta khusus.17 Pola pikir ini berpijak pada teori-teori akad, 
ija>rah dan kemudian dikaitan dengan fakta di lapangan tentang 
                                                             
15 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan kualitatif 
(Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143 
16 Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63. 
17 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16. 


































permintaan upah tambahan oleh blantik yang tidak tercantum pada 
akad kontrak. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan dibutuhkan agar dalam penelitian ini mudah 
dipahami dan lebih sistematis dalam menyusunnya, serta tidak keluar dari 
jalur yang sudah ditentukan oleh peneliti, maka peneliti membagi lima bab 
dalam penelitian pada penelitian ini yang sistematikanya sebagai berikut: 
Dalam bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar 
belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 
metode penelitian, dan yang terahir adalah sistematika penelitian. 
Bab kedua ini adalah landasan teori yang berlandaskan tinjauan 
pustaka sebagai dasar berfikir pada bab selanjutnya. Yang terdiri dari 
pengertian ija>rah, syarat dan rukun ija>rah, dan macam-macam ija>rah serta 
konsep samsa>ra. 
Bab ketiga ini, menjelaskan tentang praktik permintaan upah tambahan, 
dalam bab ini peneliti akan menyajikan dan memaparkan dari objek penelitian 
mengenai latar belakang menggunakan jasa blantik serta praktik permintaan 
upah tambahan oleh blantik kambing di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh 
Kabupaten Jombang. 
Bab Keempat, analisis hukum Islam terhadap permintaan upah 
tambahan oleh blantik kambing di Desa Sudimoro Megaluh Jombang. Bab ini 


































adalah bab yang membahas tentang analisis, dimana penulis akan membahas 
serta menganalisa bab Ketiga tentang gambaran umum, meliputi analisis 
terhadap permintaan upah tambahan oleh blantik kambing di Desa Sudimoro 
Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dengan anlisis hukum Islam, yang 
berisi tentang akad dan praktik pelaksanaan di lapangan. 
Bab Kelima, adapun bab kelima penutup, merupakan bab terakhir 
dalam pembahasan skripsi yang berisikan lampiran-lampiran kesimpulan, 
dokumentasi dari hasil penelitian dan juga selanjutnya memberikan saran-
saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian, kemudian ditutup 
dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.




































KONSEP IJA>RAH DAN SAMSA>RA 
 
A.   Ija>rah 
1. Pengertian ija>rah 
Secara bahasa, al-ija>rah ( ُةَراَج ِْلَْا) adalah berasal dari kata  ( ُرْجَْلأَا) 
yaitu, upah dan dari sini maka pahala dinamakan dengan al-ajru ( ُرْجَْلأَا).1 
Al-Ajaru berarti imbalan untuk sebuah pekerjaan. Al-ija>rah ialah suatu 
bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi suatu keperluan hidup 
manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.2 
Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya, antara 
lain: 
a. Menurut Sayid Sabiq, al-ija>rah merupakan suatu jenis akad atau 
transaksi untuk mengambil suatu manfaat dengan jalan memberi 
penggantian. 
b. Menurut Ulama Syafi’iyah al-ija>rah merupakan suatu akad atau 
transaksi yang membersuatu manfaat yang dituju, tertentu, berifat 
mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan 
tertentu.
                                                             
1 Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, Fiqih Muyassar (Jakarta: Darul Haq, 2015), 387. 
2 Abu Azam Al Hadi, fiqih mua>malah kontemporer (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 72. 



































c. Menurut Amir Syarifudin al-ija>rah  dapat diartikan dengan akad!atau 
transaksi!manfaat atas jasa dengan imblan tertentu. Bila yang menjadi 
objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseeorang disebut ijarah 
ad-Dzimah atau,upahpmengupah, seperti, upah mengetik skripsi. 
Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut al-
ija>rah.1 
Menurut fatwa Dewan Syariah Nasionall (DSN), ija>rah 
adalahaakad pemindahan hak guna (manfaatt) atas suatu barang atau 
jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa ataumupah, tanpa 
diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan 
menurut Bank Indonesia, ija>rah adalah sewa-menyewa atas manfaat 
suatu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa denga penyewa 
untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek 
sewa.2 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ija>rah adalah akad 
pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran 
upahosewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan (ownership) 
atas barang itu sendiri. Transaksi ija>rah didasarkan pada adanya 
pengalihan hak manfaat. Pada prinsipnya ia hampir sama dengan jual 
beli. 
                                                             
1 Abdul Rahman dkk, Fiqih Muama>lat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 277. 
2 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan 
Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 151. 


































Pengertian upah secara umum dapat ditemukan dalam pasal 1 
ayat 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Tentang 
ketenagakerjaan yang berbunyi “Upah adalah hak pekerja yang 
diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 
pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan 
dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 
peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh 
dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atas jasa yang telah akan 
dilakukan (pasal) 1 ayat 30 UU Nomor 13 Tahun 2003)”.3 
Upahvdisebut juga ija>rah dalam Islam, Menurut Ulama Mazhab 
Hahafi ija>rah adalahhtransaksi terhadap suatu manfaat dengan 
imbalan. 4  Ulama Syafi’iyah mendefinisikan ija>rah sebagai 
transaksikterhadapbsuatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat 
mubah dannboleh dimanfaatkan denganiimbalanytertentu. Sedangkan 
Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan pemilikan 
manfaat sesuatu yang dibolehkan dalamn waktu tertentu dengani suatu 
imbalan.5 
Dapat disimpulkan bahwa upahbmerupakan hak si pekerja yang 
diterima dalam bentuk uang atas suatu jasa atau pekerjaan yang telah 
dilakukanya, yang sesuai dengan perjanjian kerja. 
 
                                                             
3 Pasal 1 point b Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
4 Ibid, 125 
5 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqih Mua>malah), (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 
195 


































2. Dasar Hukum Ija>rah  
Semua Ulama dari ahli fiqih, baik salaf  maupun khalaf sebagaimana 
ditegaskan Ibnu Rusyd, menetapkan boleh/mubah terhadap ija>rah. Kebolehan 
tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat dari Al-Quran 
dan Sunnah. 
a. Dasar AlQur’an 
Surat al-Qas}as} ayat 26-27: 
 
 ْلا َتْرَجْأَتْسا ِنَم َر ْـيَخ َّنِإ ُهْرِج ْأَتْسا ِتََبَأي اَمُهىَدْحِإ ْتَلاَق ُدِيُرأ ى ِِنإ َلاَق ُنْيِمَْلأا ُّىِوَق  َْنأ
 َأ ىَلَع ِنْيَـتَه َّىَتَـنْـبا  ىَدْحِإ َكَحكُِنأ  جَجِح َىِنَمَث ىَِنرُجَْأت ن ْنِمََ اار ْْ َع َتْمَمَْتأ ْنََِِ 
 َّصلا َنِم ُهَّللا َءاَش نِإ ىِن ُدِجَتَس َكْيَلَع َّقُشَأ َْنأ ُدِيُرأ اَمَو َكِدنِع َنيِحِل  
Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku 
ambilah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
sesungguhnya orang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja 
(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. 
Berkatalah Dia  (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud 
menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua  anakku ini, 
atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan 
jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu 
kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberti kamu. 
Dan kamu insyallah akan mendapatiku Termasuk orang-orang 
yang baik”.6 
 
Surat An-Nahl ayat 97: 
  
 َوَـيَح ُهَّنَـيِيْحُنَلَـَ ُنِمُؤُم َوُهَو ىَثُنأ ْوَأ  رَك َذ ن ِم ااحِلَص َلِمَع ْنَم ُهَرْجَأ ْمُهَّـنَـِِي ْجََنلَو ًا َب َِي  اة م
 َنوُلَمْعَـي أُوناَك اَم ِنَسْحَِأب 
Artinya:”Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 
maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan 
kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami 
beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang lebih 
baik dari apa yang telah mereka kerjakan"7 
 
                                                             
6 Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahan  (Jakarta: Al-Hidayah, 1998), 613. 
7 Ibid., 417. 


































Surat az-Zukhruf ayat 32: 
 
 َر َنْوُمِسْقَـي ْمَُهاى
َِ ْمُهَـت َْ ِْيعَّم ْمُهَـن ْـيَـب اَنْمَسَق ُنْحَن َك َِبر َتَمْح  ْمُهَضْعَـب اَنْعَـََرَو اَيْـن ُّدلاِةوَيَحْلا ََ ْوَـَ 
 ْحَرَو ااِيرْخُس ااضْعَـب ْمُهُضْعَـب َذِخَّتَـِي ل  تَجَرَد  ضْعَـب ا َّم ِم ُر ْـيَخ َك َِبر ُتَم
 َنْوُعَمْجَي 
 
Artinya :"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah 
yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, 
dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian 
yang lain beberapa derjat, agar sebagian mereka dapat 
memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih 
baik dari apa yang mereka  kumpulkan"8 
 
Surat al-Tala>q Ayat 6: 
 ََِِ ْن  ُهوَُتاََ ْمُكَل َنْعَضَْرأ َّنُهَروُُجأ َّن  
Artinya:”Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu 
maka berikanlah kepada mereka upahnya”.9 
Sementara legalitas dari Al-Sunnah, ada beberapa riwayat yang 
menyatakan disyariatkan ija>rah, antara lain: 
b. Dasar Al-Sunnah 
Hadist diriwayatkan Ibnu Majah 
 ُدْبَع ا َنَـث َّدَح ُّيِمَلَّسلا ًَ َّيِطَع ِنْب ِدي ِعَس ُنْب ُبْهَو اَنَـث َّدَح ُّيِق ْْ َم  ِدلا ِدِيلَوْلا ُنْب ُساَّبَعْلا اَنَـث َّدَح
  ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلَاق َلاَق  َرَمُع ِنْب ِهَّللا ِدْبَع ْنَع ِهِيَبأ ْنَع َمَلْسَأ ِنْب ِدَْيز ُنْب ِنَمْحَّرلا
 ُهُقَرَع َّفِجَي ْنَأ َلْبَـق َُهرْجَأ َريِجَْلأا اوُطَْعأ َمَّلَسَو ِهْيَلَع 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad 
Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin 
Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada 
kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari 
Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
                                                             
 
9 Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahan (Jakarta: Al-Hidayah, 1998), 946. 


































wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum 
kering keringatnya."10 
 
 َيِطَْعأ ٌلُجَر :ًِ َماَيِقْلا َمْوَـي ْمُه ُمْصَخ َاَنأ ًٌ ََثلاَث :ىَلاَعَـت ُهَّللا َلاَق :َلاَق ََةرْـَيرُه يَِبأ ْنَعَو
 ْم َلَو ُهْن ِم ىََْوَـتْساََ اار ْـيِجَأ َر َجْأَتْسا ٌلُجَرَو ,ُهَنََمث َلَكَأََ ,اًّرُح َعَاب ٌلُجَرَو ,َرَد َغ َُّمث يِب
.ٌمِلسُم ُهاور .َُهرْجَأ ِهِطْعُـي 
Artinya : “Dari Abu Hurairah Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda”, “ Allah Ta’ala berfirman, Tiga orang yang 
Aku menjadi musuhnya pada hari kiamat ialah: Orang yang 
memberi perjanjian dengan namaku kemudian berkhianat, orang 
yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang 
yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu bekerja 
dengan baik, namun ia tidak memberikan upahnya”. (HR. 
Muslim).11 
 
c. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ija>rah 
Rukun dan syarat ija>rah. 
1. S}ighat ija>rah yaitu i>ja>b qa>bu>l1berupa pernyataan dari kedua belah pihak 
yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain. 
2. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi!sewa/pemberi jasa dan 
penyewa/pengguna jasa. 
3. Objek akad ija>rah, yaitu: 
a. Manfaat barang dan sewa atau 
b. Manfaat jasa dan upah.12 
Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai 
ketentuan Ija>rah sebagai berikut: 
                                                             
10 Lidwan Pustaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadist, Hasiat Ibnu Majah 2434. 
11 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subul As-Salam Bulugul Maram Terj. 
Muhammad Isnan. Jilid 2 (Jakarta: Darus Sunah, 2015), 252. 
12 Imam Mustofa, Fiqih Mua>malah Kontemporer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 105. 


































1.  Objek ija>rah adalah manfaat dari pengguna barang atau jasa. 
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam 
kontrak. 
3. Manfaatkbarang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak 
diharamkan). 
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. 
5. Manfaat barang atau jasa harus dikenal secara spesifik sedemikian rupa 
untuk menghilangkan jahalah (ketidak jelasan) yang akan mengakibatkan 
sengketa. 
6. Spesifikasi1manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka 
waktunya. Bisa juga dikenali dengan spefikasi atau identifikasi fisik. 
7. Sewa atau upahpharus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh 
penyewa/penguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai 
pembayaranmmanfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga 
(tsaman) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam 
ija>rah. 
8. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat 
diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.13 
9. Agar transaksi sewa-menyewa dan upah-mengupah menjadi sah harus 
terpenuhi rukun dan syarat. Berikut akan diuraikan rukun dan syarat 
ija>rah: 
 
                                                             
13 Imam Mustofa, Fiqih Mua>malah Kontemporer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 111. 


































3. Rukun dan Syarat Ija>rah  
a. Menurut mayoritas Ulama, rukun ija>rah adalah sebagai berikut. 
1) Pelaku akad (al-mu’jir dan al-musta’jir) 
 Al-mu’ajir biasanya juga disebut dengan al-ajir yang keduanya 
mengacu pada makna yang sama, yang menyewakan, yaitu orang yang 
menyerahkan barang sewaan dengan ija>rah. Istilah al-ajir, yaitu orang 
yang menyewakanmdirinya atau seoranghpekerja, sedangkan al-
musta’jir adalah orang yang menyewa. 
2) S}ighah 
S}ighah yaitu terdiri dari dua yaitu i>ja>b dan qabu>l. ija>b yaitu 
pernyataan dari orang/pihak yang menyewakan sedangkan qabu>l adalah 
pernyataanopenerimaan dari penyewa. 14 i>ja>b qabu>l dalam sewaa-
menyewa dan upah-mengupah merupakan segala sesuatu baik 
perkataan atau pernyataan lain yang menunjukan adanya persetujuan 
kedua belah pihak, yaitu pihak yang menyewakan dengan pihak 
penyewa.15 
3) Upah disyaratkan harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, 
baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. 
                                                             
14 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqih Mua>malah), (Surabaya: UIN SA Press: 
2014), 199. 
15 Idri, Hadits Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi), (Surabaya: UIN SA Press, 
2014), 125. 


































4) Hendaklah status upahpdiketahui, karena ia adalah penganti (alat 
tukar) dalam transaksi tukar menukar, sehingga ia harus diketahui 
sebagaimana harga (barang dalam jual beli).16 
5) Objek akad sewa/manfaat dan sewa/upah (ma’qud ‘alayh) 
Dalam akad ija>rah sebagaimana transaksi pertukaran!lainya, juga 
terdapat dua buah objek akad, yaitu benda/manfaat/pekerjaan dan uang 
sewa/upah.17 Syarat sah nya penyewa adalah: a). Manfaat dari objek yang 
diija>rahkan harus sesuatu yang dibolehkan oleh agama (mutaqawwimah). 
b) manfaat dari objek ija>rah harus diketahui agar terhindar dari suatu 
perselisihan. c) jelas ukuran dan batas waktu ija>rah agar terhindar dari 
perselisihan.18 d) Syarat yang terkait dengan upahwatau uang sewa adalah, 
upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukuranya.19 
b. Syarat sah ija>rah  
Akad ija>rah ada empat macam syarat sebagaimana dalam akad jual 
beli, yaitu syarat wujud (syarath al-in’iqa>d), syarat berlaku (nafa>dh), syarat 
sah/i>ja>b qabu>l  (s}ighah) dan syarat kelaziman (syarath al-luzu>um). 
1) Ada tiga macam syarat wujud: sebagaian berkaitan dengan pelaku 
akad, sebagaian berkaitan dengan akad sendiri dan sebagaian lagi 
berkaitan dengan empat akad, yaitu yang berkaitan dengan pelaku 
akad, yaitu berakal (pelaku akad orang yang berakad). Sebagaimana 
                                                             
16 Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, al-fiqh al-Muyassar…, 389. 
17 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan 
Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 153.  
18 Rozaldi, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 132. 
19 Imam Mustofa, Fiqih Mua>malah Kontemporer …, 109. 


































dalam jual beli, akad ija>rah yang dilakukan oleh orang gila, atau anak 
kecil tidak mumayiz adalah tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah, 
mencapai usia balig tidak termasuk syarat wujud ataupun syarat 
berlaku. Jika ada anak kecil mumayiz yang menyewa kan harta atau 
dirinya, maka apabila diizinkan oleh walinya maka akad itu dianggap 
sah, dan apabila ia dibatasi hak membelanjakan harta nya, maka 
tergantung pada izin walinya. 
Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia mumayiz 
adalah syarat dalam ija>rah dan jual beli, sedangkan balig adalah syarat 
berlaku (nafa>dh). Jika ada anak yang mumayiz menyewakan diri atau 
hartanya, maka hukumnya sah dan akad itu digantikan pada kerelaan 
walinya. 20  Adapun Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat 
bahwa syarat taklif (pembebanan kewajiban syariat), yaitu balig dan 
berakal, adalah syarat wujud akad ija>rah karena ia merupakan akad 
yang memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama 
dengan jual beli. 
2) Syarat berlaku (Nafa>dh) 
Syarat berlaku akad ija>rah adalah adanya hak kepemilikan atau 
kekuasaan (al-wilaya>h). Akad ija>rah yang dilakukan oleh seseorang 
(orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinya) adalah tidak 
sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa. Menurut 
Hanafiyah dan Malikiyah akad ini digantungkan pada persetujuan dari 
                                                             
20Wahbah az-Zuhailihi, Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Ter. Abdul hayyie al-Katani. Jilid. V 
(Jakarta: Gema Insani, 2011), 389. 


































pemilik sebagaimana berlaku dalam jual beli. Hal ini berbeda dengan 
pendapat ulama Syafi’iyah dan Hanabilah. 
3) Syarat sah/i>ja>b qabu>l (S}ighah) 
Syarat sah ija>rah berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, 
tempat, dan akad itu sendiri. Di antara syarat sah akad ija>rah adalah 
sebagai berikut. 
Syarat sah ija>rah adalah:  
a) Kerelaan kedua pelaku akad, dan apabila akad tersebut dillakukan 
dengan keterpaksaan maka akad tersebut menjadi tidak sah yakni 
terdapat dalam surat (an-nisa’:29) ija>rah disebut juga ujrah 
(perdagangan) .  
b) Hendaknya objek akad (yaitu manfaat diketahui sifatnya guna 
menghindari perselisiahan. Jika manfaat itu tidak jelas dan 
menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena 
perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan 
menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai 
maksud akad tersebut. Kejelasan ojek akad (manfaat) terwujud 
dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan 
objek kerja dalam penyewaan para pekerja.21 
4) Syarat ma’qud ‘alaih (barang sewaan) 
Ma’qud’alaih dalam objek transaksi sesuatu dimana transaksi 
dilakukan diatasnya, sehingga terjadi implikasi hukum tertentu, atau 
                                                             
21 Ibid, 390-391. 


































sesuatu yang dijadikan perjanjian dalam ija>rah ini meliputi upah dan 
manfaat. Menurut ulama Malikiyah tentang upah hendaknya 
disyaratkan berupa barang yang suci dan bisa diambil manfaatnya, 
dapat diserahkan dan juga dapat diketahui. Sedangkan untuk manfaat 
disyaratkan beberapa macam syarat yaitu manfaat itu berharga, 
manfaat itu dapat diserahkan, dan manfaat itu bisa dipenuhi tanpa 
menghabiskan barang yang disewakan. 
Menurut ulama Hanabila mengenai upah harus jelas, jadi tidak 
sah apabila persewaan atau perburuan tidak dijelaskan upahnya. 
Sedangkan manfaat harus diketahui sama seperti jual beli, manfaat 
tersebut dapat diketahui dengan dua hal yaitu menurut adat kebiasaan 
dan mensifati manfaat. 
5) Syarat kelaziman  
Syarat kelaziman ija>rah terdiri atas dua hal sebagai berikut a) 
ma’qud ‘alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat, jika terdapat cacat 
pada ma’qudalaih (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara 
meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkanya b) tidak ada 
uzur yang dapat membatalkan akad, ulama Hanafiyah berpendapat 
bahwa ija>rah batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat 
akan hilang apabila ada uzur.22 
 
 
                                                             
22 Wahbah az-Zuhailihi, Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Ter. Abdul hayyie al-Katani. Jilid. V…, 395. 


































4. Macam-Macam Ija>rah 
Macam-macam ija>rah di bagi menjadi dua yaitu: 
a. Ija>rah bil ‘amal. Yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. Ija>rah 
yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara memperkerjakan seseorang 
untuk melakukanksuatu pekerjaan. Menurut ulama fiqh, ija>rah jenis ini 
hukumnya dibolehkan apabila jenisspekerjaan itu jelas, seperti buruh 
bangunan, tukang jahit buruh pabrik dan tukang sepatu. Ija>rah seperti ada 
yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga 
dan bersifat serikat seperti, seorang atau sekelompok orang yang menjual 
jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh 
pabrik dan tukang jahit.23 
b. Ija>rah bil manfaat, yaitu sewa-menyewaayang bersifat manfaat, ija>rah 
yang bersifat manfaat seperti,,sewa-menyewa rumah, sewa-menyewa 
toko, sewa-menyewa kendaraan, dan lain-lain. 
 
5. Batal nya ija>rah 
Ija>rah menjadi fasakh (batal) dengan hal, sebagai berikut: 
a. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadianya ditangan penyewa atau 
terlihat aib lama padanya. 
b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang 
menjadi ‘ain. 
                                                             
23 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqih Mua>malah)…, 202. 


































c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur ‘alaih), seperti baju yang 
diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah 
rusaknya (barang). 
d. Tidak terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaann, 
atau berahirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. 
Seperti jika masa ija>rah tanah pertanian telah berahir sebelum tanaman 
dipanen maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masa selesai 
diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk 
mencegah terjadinya bahya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu dengan 
mencabut tanaman sebelum waktunya. 
e. Penganut-penganut Mazhab Hanafi berkata: boleh mamfasakh ija>rah, 
karena adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang 
yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau 
dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak mamfasakh ija>rah.24 
 
6. Macam-macam Ujrah 
Upah atau ujrah dibedakan menjadi dua yaitu: pertama, upah yang 
telah disebutkan (ajrun musa>mma), kedua, upah yang sepadan (ajrun mishli>). 
Upah yang telah disebutkan (ajrun musa>mma) syaratnya ketika disebutkan 
harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah 
yang sepadan (ajrun mishli> adalah upah yang sepadan yang dimaksud dengan 
upah yang sepadan ini yaitu sepadan dengan kerjaanya atau sesuai dengan 
                                                             
24 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Bandung: PT Alma’ruf, 1987), 29. 


































kondisi pekerjaan nya yang sedang dilakukan.25 Upah juga harus merupakan 
sesuatu yang bermanfaat, jadi tidak sah apabila upah yang tidak dapat 
dimanfaatkan. Upah harus dapat diserahkan sehingga tidak sah apabila upah 
dalam bentuk burung diudara, ikan didalam air.26 
 
7. Syarat-syarat Upah (Ujrah) 
a. Upah harus berupa ma>l mutaqawwim yang diketahui. Syarat ini 
disepakati oleh para Ulama. Syarat ma>l mutaqawwim diperolekan dalam 
ija>rah, karena (ujrah) merupakan harga atas manfaaat, sama dengan harga 
barang dalam jual beli, sedangkan syarat upah harus diketahui. Kejelasan 
tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan 
antara kedua belah pihak. 
b. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat ma’qud ‘alaih. 
Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa 
maka ija>rah tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal 
yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa 
kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah petanian ini 
pendapat Hanifah.  
c. Akan tetapi, Syafi’iyah memasukan syarat ini sebagai syarat untuk ujrah. 
 
 
                                                             
25 Ya’qub Hamzah, Kode Etik Menurut Islam pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi”, cet. II 
(Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 65. 
26 Wahbah az-Zuhailihi, Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Ter. Abdul hayyie al-Katani. Jilid. V…, 409. 


































8. Hak Menerima Ujrah atau Upah 
1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang di 
Riwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. Bersabda. 
 
 َر ْـيِجَلأا اْوُطَْعا َأ ِجَي َْنأ َلْبَـق َُهرْج ُُهقَرَع َّف  
 
Artinya: berilah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.27 
 
 
2) Mendapat manfaat jika akad ija>rah berupa pemanfaatan barang. 
d. Dimungkinkan manfaat tetap bisa didapat meski belum dimanfaatkan 
sebelumnya. 
e. Pembayarannya didahulukan atau kedua belah pihak sepakat 
mempersyaratkan untuk mendahulukan upah. 
f. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali 
bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diija>rahkan 
mengalir selama penyewaan berlangsung. 
g. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah 
pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.28 
 
9. Gugurnya Ujrah atau Upah 
Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, 
apabila barang yang ada ditangannya rusak atau hilang. Menurut Syafi’iyah 
dan Hanabilah, apabila ajir bekerja ditempatryang dimiliki oleh penyewa 
                                                             
27 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subul As-Salam Bulugul Maram Terj. 
Muhammad Isnan. Jilid 2 (Jakarta: Darus Sunah, 2015), 525. 
28 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah …, 21. 


































atau dihadapannya maka ia tetap memperoleh upah, karena barangltersebut 
ada ditangan penyewa (pemilik). Sebaliknya, apabila barang tersebut ada 
ditangan ajir, kemudian barang tersebut rusak atau hilang, maka ia (ajir) 
tidak berhak atas upah kerjanya. Hanya saja mereka diperinci sebagai 
berikut: 
a. Apabila barang ada ditangan ajir, maka terdapat dua kemungkinan. 
1) Apabila pekerja ajir sudah kelihatan hasilnya atau bekasnya pada 
barang, seperti jahitan, maka upah harus diberikan dengan 
diserahkanya hasil pekerjaan maka upah menjadi gugur, karena hasil 
pekerjaan yang dipesan, yaitu baju yang dijahit tidak diserahkan 
sehingga upah sebagai imbalanya juga tidak diberikan. 
2) Apabila pekerjaan ajir tidak kelihatan bekasnya pada barang seperti 
mengangkut barang, maka upah harus diberikan saat pekerjaannya 
telah selesai dilaksanakan, walupun barang tidak sampai diserahkan 
kepada pemiliknya. Hal ini dikarenakan imbalan yaitu upah 
mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka 
otomatis upah harus dibayar. 
3) Apabila barang ada ditangan musta’jir, dimana ia bekerja ditempat 
penyewa (musta’jir), maka ia (ajir) berhak menerima upah setelah 
menyelesaikan pekerjaanya. Apabila pekerjaanya tidak selesai 
seluruhnya, melainkan hanya sebagai saja maka ia berhak menerima 
upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebagai 
contoh dapat dikemukakan apabila seseorang disewa untuk 


































membangun sebuah kamar dirumahnya, dan ia hanya mengerjakan 
sebagian saja dari bangunan tersebut maka ia (orang yang disewa) 
berhak menuntut upah atas kadar pekerjaan yang diselesaikanya. 
 
A. SAMSA>RA 
1. Pengertian samsa>ra 
Samsa>ra atau makelar dalam bahasa arab adalah perantara 
perdagangan (orang yang  menarikan barang atau mencarikan pembeli) 
atau perantara antara penjual (bay‘) dan pembeli (mushtari) untuk 
memudahkan jual1beli. Kehadiran blantik ditengah-tengah masyarakat, 
terutama masyarakat modern sangat dibutuhkan untuk 
memudahkanidunia bisnis (dalam perdagangan, pertanian, perkebunan, 
industri dan lain-lain). atau membeli baranggyang diperlukan, atau tidak 
ada waktu untuk mencari atau berhubungan langsung dengan pembeli 
atau penjual. 29  Adapun simsa>r adalah sebutan bagi orang yang 
bekerjaauntuk orang lain sebagai penengah dengan kopensasi ( upah atau 
bonus ) untuk menjual maupun membeli.30 Bahwa makelar merupakan 
profesi yang banyak manfaatnya untuk masyarakat sendiri, terutama bagi 
para produsen, konsumen dan terutama bagi para makelar itu sendiri. Dan 
profesi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana profesi-
profesi yang lain. 
 
                                                             
29 Fithriana, fiqih Mua>malah (Banjarmasin: Aswaja Presindo, 2015), 25. 
30 Hendi Suhendi, Fiqih Mua>malah ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 179. 


































2. Dasar hukum samsa>ra 
Didalam al-Qur’an dijelaskan bahwa makelar sebagai perantara 
antara penjual dan pembeli didasarkan pada surat An Nisa’ ayat 29 sebagai 
berikut: 
 َلا اوُنَمآ َنِيِذ لا اَهّـَُيأ َاي َّلاِإ ِل َِ اَبْلِاب ْمُكَن ْـيَـب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْأت  َت َْنأ  َلاَو ْمُكْنِم  ٍ َارَـت ْنَع اَةراَجِت َنوُك
 َناَك َهلَّلا َّنِإ ْمُكَسُفْـَنأ اوُلُـتْقَـتا اميِحَر ْم اكِب  
Artinya:“Hai oarang-orang yang ber iman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu”.31 
 
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa’I yang menyatakan 
  لِئا َو يَِبأ ْنَع ِكِلَمْلا ِدْبَع ْنَع ُناَي ْفُس اَنَـث َّدَح َلاَق ِنَمْحَّرلا ِدْبَع ِنْب ِد َّمَحُم ُنْب ِهَّللا ُدْبَع َاَنرَـبْخَأ
 َم َّلَس َو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُل وُسَر َانَاَتأََ ََةرِساَمَّسلا ىَّمَسُن اَّنُك َلاَق ََةزَرَغ يَِبأ ِنْب ِسْيَـق ْنَع
 ُه ُرُضْحَي َعْيَـبْلا اَذَه َّنِإ ِرا َّجُّتلا َر َْ ْعَم َاي َلاَقََـ اَنِمْسا ْنِم ٌر ْـيَخ َوُه  مْسِاب َانا َّمَسََ ُعيَِبن ُنْحَنَو
 ًَِقَدَّصلِاب ْمُكَع ْـيَـب اُوبوُْ ََ ُبِذَكْلاَو ُفِلَحْلا 
 
Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin 
'Abdurrahman berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Abdul Malik dari Abu Wail dari Qais bin Abu Gharazah 
berkata, "Kami dipanggil dengan sebutan samasirah (para calo), 
kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi  
kami sedang berjualan, maka beliau pun menamakan kami dengan 
nama yang lebih baik dari pada nama kami. Beliau bersabda: 
"Wahai para pedagang, sesungguhnya perdagangan ini dihadiri 
oleh orang yang bersumpah dan pendusta maka campurlah 
perdagangan kalian dengan sedekah.” (Imam Nasa’i: 3737).32 
 
 
                                                             
31 Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahan (Jakarta: Al-Hidayah, 1998), 122. 
32 Lidwan Pustaka i-Sofware-Kitab 9 Imam Hadist, Hadist Imam Nasa’I 3737. 


































3. Rukun dan syarat samsa>ra 
Pekerjaan samsa>ra atau makelar, distributor, agen, dan sebagainya 
dalam fiqih Islam adalah termasuk akad ija>rah, yaitu suatu transaksi 
memanfaatkan jasa dengan imbalan. Pada dasarnya, para Ulama seperti Ibnu 
‘Abbas, Imam Bukhari, Ibnu Sirin, ‘Atha, Ibrahim, memandang boleh jasa 
ini dalam fiqih As-Sunnah, landasan syara’ mengenai ija>rah adalah 
berlandaskan Al-Quran, As Sunnah dan ijma para Ulama. 
Dari penjelasan diatas maka kita dapat menyimpulkan rukun samsa>ra 
antara lain: 
a. Al-Muta’a>qidani (makelar dan pemilik harta) 
Dalam melakuakan hubungan kerjasama, maka harus ada makelar 
(penengah) pemilik harta agar kerja sama tersebut berjalan. Seorang 
simsa>r harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, dan tidak melakukan 
penipuan. Dia juga berhak menerima imbalan setelah memenuhi 
akadnya. Sedangkan pihak yang menggunakan jasa simsa>r harus segera 
memberikan imbalanya. 
b. Mahall al-ta’a>qud (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi) 
Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang 
yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kopensasi (upah) 
harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham. 
c. Al-S}ighah (lafadz atau sesuatu yang menunjukan keridoan atas transaski 
pemakelaran tersebut). 


































Supaya kerja sama tersebut sah maka, kedua belah pihak tersebut 
harus membuat sebuah akad kerja sama (perjanjian) yang memuat hak-
hak dan kewajiban kedua belah pihak. Samsa>ra lebih dikenal dengan 
sebutan makelar. Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam termasuk 
akad ija>rah yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang, misalnya 
rumah, atau orang misalnya pelayan atau pekerja. Namun untuk sahnya 
pekerjaan makelar ini harus memenuhi beberapa syarat disamping 
persyaratan diatas, antara lain: 
a. “simsa>r” adalah sebutan untuk orang yang bekerja untuk orang lain 
dengan kompensasi (upah atau bonus). Baik untuk menjual maupun 
membeli.” 
b. Perjanjian jelas kedua belah pihak 
c. Akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan 
d. Akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram, distributor dan 
perusahaan harus jujur, ikhlas, transparan, tidak menipu dan tidak 
menjalankan bisnis yang haram dan syubhat.33 
Yang sangat perlu diperhatikan dalam praktek samsa>ra adalah 
produknya halal dan sistemnya halal, serta tidak ada penipuan. Mengapa 
menekankan seperti itu, karena terkadang dalam usaha untuk bisa 
mendapatkan level tertentu, para anggota memberikan harapan yang 
berlebihan dan dikuatirkan pada pembicaraan yang tidak jujur. 
 
                                                             
33 Fithriana, fiqih Muamalah…, 26. 


































4. Hak dan kewajiban samsa<ra 
a. Para makelar diwajibkan untuk segera mencatat setiap perbuatan yang 
dilakukan dalam buku-saku mereka, dan selanjutnya setiap hari 
memindahkannya ke dalam buku-harian mereka, tanpa bidang-bidang 
kosong, garis-garis sela, atau catatan-catatan pinggir, dengan 
menyebutkan dengan jelas nama-nama pihak-pihak yang bersangkutan, 
waktu perbuatan atau waktu penyerahan, sifatnya, jumlahnya dan harga 
barangnya, dan semua persyaratan perbuatan yang dilakukan. 
b. Para makelar diwajibkan untuk memberikan kepada pihak-pihak yang 
bersangkutan setiap waktu dan begitu mereka yang berisi segala sesuatu 
yang mereka catat berkenaan dengan perbuatan yang menyangkut pihak 
tersebut. 
c. Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu si 
pemberi kuasa meninggal.34 
d. Si kuasa berhak mendapat ganti rugi dan persekot-persekot yang telah 
dikeluarkanya sewaktu menjalankan kuasanya meskipun urusanya tidak 
berhasil. 
e. Berhak untuk menahan segala apa kepunyaan sipemberi kuasa yang 
berada ditangannya, sekian lamanya hingga kepadanya telah dibayar lunas 
apa yang dapat dituntunya sebagai akibat pemberian kuasa.35 
 
                                                             
34 Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 459. 
35 Ibid 461. 


































5. Pendapat Ulama tentang samsa>ra 
Dalam  FATWA DSN Nomor: 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang 
keperantaraan/akad samsa>ra dijelaskan beberapa pendapat Ulama sebagai 
berikut: 
a. Pendapat Ibrahim, Ibnu Sirin dan Atha membolehkan samsa>ra. 
b. Ulama Hanafiyah membolehkan samsa>ra dengan syarat ditentukan 
dengan jelas jangka waktunya. 
c. Ulama Malikiah membolehkan samsa>ra dengan syarat ditentukan 
dengan jelas jangka waktunya, jenis/bentuk perbuatanya dan jumlah 
ujrah yang berhak diterima perantara. 
d. Ulama Shafi’iah membolehkan samsa>ra dengan syarat perantara 
melakukan pekerjaan tertentu (tidak boleh melakukan apa-apa). 
e. Imam al-Kasani berpendapat bahwa dibolehkan dengan syarat terhibdar 
dari gharar fa>hisy dan jaha>lah fa>hisyah, karenanya harus jelas 
jenis/bentuk pekerjaan, jumlah ujrah, dan jangka waktunya.36 
 
6. Samsa>ra yang dilarang 
Adapun samsa>ra yang dilarang sebagi berikut: 
1. Jika dia berbuat berbuat semena-mena kepada konsumen dengan cara 
menindas, mengancam. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh sebagaian 
makelar atau calo tanah yang akan dibebaskan. 
                                                             
36 Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional-National Sharia Boord – Indonesia Council 
of Ulama. Jakarta : Fatwa DSN MUI, 2014. 


































2. Berbuat curang dan tidak jujur, misalnya dengan tidak memberikan 
informasi yang sesungguhnya baik kepada penjual maupun pembeli. 
3. Makelar yang memonopoli suatu barang yang sangat dibutuhkan 
masyarakat banyak, dan menaikan harga lebih tinggi dari harga aslinya. 
Contohnya seperti yang dilakukan para calo ticket pada musim liburan dan 
mudik (lebaran). 
4. Para pengusha kota yang mendatangani pedagang dan petani di desa-desa 
dan membeli barang mereka dengan harga murah dengan memanfaatkan 
ketidaktahuan mereka terhadap harga-harga di kota, dan terkadang disertai 
dengan tekanan dan pemberian informasi yang salah.37 
Samsa>ra atau makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak 
melakukan penipuan bisnis yang haram maupun syubhat. Imbalan yang berhak 
diterima oleh seorang makelar setelah ia memenuhi akadnya, sedangkan pihak 
yang menggunakan jasa makelar harus memberikan imbalanya, karena upah 
atau imbalan pekerja dapat meningkatkan kesejahteraan pekerjaan yang 
bersangkutan. Menurut Hamzah Ya’kub bahwa antara pemilik barang dan 
makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan 
yang diperoleh pihak makelar. Boleh dalam bentuk prosentase dari penjualan, 
dan juga boleh mengambil dari kelebihan harga yang di tentukan oleh pemilik 
barang.38 
                                                             
37 Fithriana, fiqih Mua>malah …, 28. 
38 Ibid,. 28. 


































Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka barang yang 
akan ditawarkan hrus jelas, imbalan/upah dan pembagian keuntungan harus 
ditetapkan terlebih dahulu, agar tidak terjadi kesalapahan antar pihak, maka 
seorang simsa>r atau pemilik barang dapat memberikan ketentuan mengenai 
jumlah keuntungan yang diperoleh oleh simsa>r. 




































PRAKTIK PERMINTAAN UPAH TAMBAHAN OLEH BLANTIK KAMBING 
DI DESA SUDIMORO KECAMTAN MEGALUH KABUPATEN JOMBANG 
 
A. Gambaran Umum Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. 
Secara topografis Desa Sudimoro adalah daerah datar yang 
berada ± 30 m dpl dengan suku berkisar antara 26o – 32o Celcius. Dengan 
demikian secara umum Desa Sudimoro beriklim tropis dan sangat cocok 
untuk dijadikan sebagai daerah pertanian terutama untuk palawija. 
Ditunjang dengan sarana prasaraa jalan yang memperlancar akses dari 
Desa Sudimoro menuju Ibu kota Kecamatan. Ibukota kabupaten, maupun 
menuju sentra-sentra perekonomian, sangatlah berpengaruh pada mata 
pencaharian penduduk setempat. Mayoritas penduduk Desa Sudimoro 
bermata pencaharian dalam bidang pertanian maupun perdagangan dan 
tentu ada yang berprofesi lain seperti PNS, karyawan swasta dan lain-
lain. 
Desa sudimoro berada di wilayah Kecamatan Megaluh Kabupaten 
Jombang Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas secara administrative:  
Sebelah Utara : Sungai Brantas 
Sebelah Timur : Desa Ngogri 
Sebelah selatan : Desa sumbersari dan Desa Balongsari 


































Sebelah barat  : Desa Megaluh 
Desa Sudimoro terdiri dari 2 Dusun, 4 RW dan 19 RT 
1. Desa Sudimoro : terdiri dari 2 RW dan 10 RT 
2. Dusun Paritan : terdiri dari 2 RW dan 9 RT 
Jarak tempuh Desa Sudimoro menuju ke Kecamatan adalah 4 kilo 
meter yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 Menit dengan 
kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh menuju ke pusat kota 
adalah 10 kilo meter yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit. 
 
B. Latar  belakang menggunakan jasa blantik. 
Latar belakang menggunakan jasa blantik, dilihat dari kebutuhan 
hidup sehari-hari masyarakat selalu menempatkan biaya sebagai unsur yang 
utama, termasuk kebutuhan mendesak oleh karena itu, masyarakat Sudimoro 
sering kali meminta bantuan jasa blantik untuk membantu jual beli. Mereka 
berpendapat bahwa dengan menggunakan jasa blantik akan lebih cepat 
terjual dan lebih mempermudah proses jual beli. 
Jual beli kambing melalui blantik memudahkan bagi mereka yang 
sedang membutuhkan biaya dalam keadaan mendesak, khusunya bagi warga 
Desa Sudimoro. Mereka berfikir dengan adanya jual beli kambing melalui 
blantik sanggat memudahkan proses penjualan kambing, dan bisa digunakan 
untuk kebutuhan produktif yaitu suatu hal yang bisa menghasilkan atau 
mendatangkan keuntungan secara besar atau banyak contohnya seperti, 


































untuk tambahan modal. Dengan adanya jasa blantik pekerjaan mereka 
terbantu dalam jual beli, tanpa harus bersusah payah menjualnya sendiri.1 
a. Beberapa tahapan perjanjian oleh blantik kambing. 
Istilah blantik biasanya sering digunakan untuk para perantara 
pedagang hewan kambing dan sapi. Mereka sering mengambil 
keuntungan yang lebih dari upah yang diperoleh. Blantik sangat 
berperan aktif dalam memasarkan kambing, baik dalam bidang 
penerimaan pesanan maupun penawaran harga sampai perolehan laba 
dari hasil negoisasi transaksi kambing, posisi blantik sebagai perantara 
atau penghubung antara kedua belah pihak dalam bertransaksi. Jasa 
blantik bagi warga Desa Sudimoro memang sanggat membantu sekali 
untuk memperjual belikan kambing mereka. Berikut beberapa tahapan 
perjanjian kerja oleh jasa blantik sebagai berikut: 
1. Pihak pemilik kambing akan mencari blantik  untuk menyerahkan 
kambing tersebut. Selanjutnya, setelah pemilik kambing sudah 
menemukan blantik kambing yang sudah mereka percaya, kambing 
akan diserahkan kepada blantik. untuk dijualkan kepada calon 
pembeli kambing atau orang yang membutuhkan kambing pada saat 
itu. 
“Pada saat menjual kambing, lebih sering menggunakan jasa 
blantik karena jika menjual kambing sendiri, akan lebih lama 
karena faktor pengalaman yang kurang. Oleh karena itu 
mencari jasa blantik untuk membantu penjualan kambing”.2 
                                                             
1 Masroji, wawancara, 18 Maret 2019. 
2 Masroji, Wawancara, 18 Maret 2019. 
 



































Menurut pengguna jasa blantik yang lain jawabanya juga 
hampir sama, mereka menggunakan jasa blantik karena faktor 
pengalaman yang kurang dan tidak terlau tahu tentang kambing. 
 “Belum terlalu berpengalaman dalam mencari kambing, maka 
dari itu mencari jasa blantik untuk membantu jual beli 
kambing. Selain lebih cepat terjual saat mengunakan jasa 
blantik juga para pengguna jasa blantik bisa mengerjakan 
pekerjaan yang lainya”.3 
  
2. Blantik kambing menerima kambing yang akan dijual kepada orang 
yang membutuhkan kambing. Hal ini hanya dilakukan oleh kedua 
belah pihak saja yaitu pemilik kambing dan blantik kambing. 
“Setelah blantik menerima kambing yang akan dijual, blantik 
bertanya terlebih dahulu kepada pemilik kambing masalah 
harga kambing yang akan dijual blantik. Setelah pemilik 
kambing menyebutkan nominal yang harus dijual blantik 
setelah itu blantik mencari pelanggan yang akan membeli 
kambing”.4 
 
3. Tahap selanjutnya, setelah blantik kambing sudah mendapatkan 
kambing yang akan dijual, blantik memastikan dan menawarkan 
kambing kepada orang yang sedang membutuhkan kambing. Akan 
tetapi calon pembeli kambing tidak mengetahui perjanjian yang 
dilakukan pemilik kambing dengan blantik mengenai waktu dan juga 
uang yang akan diberikan. 
“Setelah blantik mendapatkan orang yang akan membeli 
kambing, blantik menyerahkan kambing tersebut kepada calon 
pembeli. Setelah itu blantik membuat perjanjian sendiri dan 
                                                             
3 Suadi, Wawancara, 18 Maret 2019. 
4 Khoirul, wawancara Sudimoro 18 Maret 2019 


































menentukan harga sendiri, bukan harga awal yang diminta 
pemilik kambing”.5 
 
b. Resiko menggunakan jasa blantik. 
Beberapa resiko yang timbul saat mengunkan jasa blantik yaitu 
sebagai berikut: 
1) Tidak bisa melihat hewan ternak (kambing) secara langsung. 
Resiko pembeli tidak dapat melihat secara utuh atau keadaan 
kambing yang akan dibelinyan secara langsung. Blantik hanya 
menyebutkan ciri-ciri-nya saja. Apabila nanti ada kecacatan blantik 
tidak bertanggung jawab menginggat tidak adanya perjanjian secara 
tertulis. 
“Blantik saat menjual kambing hanya memberitahu ciri-ciri 
nya saja. Tidak secara detail menerangkan kekurangan 
kambing seperti apa. Karena saya hanya mencarikan hewan 
ternak (kambing) yang dibutuhkan saja tanpa memberitahu 
keadaan kambing secara rinci”6 
 
2) Resiko terjadinya penambahan harga atau keuntungan sepihak oleh 
blantik. 
Resiko terjadi penambahan harga atau keuntungan sepihak 
oleh blantik. Hal ini dikarenakan, tidak ada perjanjian tertulis yang 
mengakibatkan adanya banyak resiko yang akan terjadi.  
“Blantik saat transaksi tidak berbicara masalah penambahan 
harga kepada pemilik kambing, hanya blantik yang 
mengetahuinya. Blantik merasa jika tidak menambahkan 
harga sendiri blantik  mendapatkan keuntungan yang sedikit, 
                                                             
5 Hanafi, Wawancara Sudimoto 19 Maret 2019 
6 Hanafi, wawancara Sudimoro 19 Maret 2019. 


































oleh karena itu blantik menambahkan harga lebih kambing 
yang akan dijual nya ”7 
 
Misalnya Si A ingin menjual kambingnya melalui blantik,  
dan mereka bersepakat untuk menjual kambingnyaa dengan harga 
pokok Rp1.500.000,00. Namun ketika transaksi berlangsung blantik 
tidak menjual kambing tersebut dengan harga kesepakatan awal, 
blantik menjualkannkambing dengan harga Rp2000.000,00. Ketika 
kambing sudah terjual blantik menyerahkan hasil penjualannya 
kepada Si A dengan jumlah Rp1.500.000,00 sedangkan sisanya 
Rp500.000,00 masuk, ke dalam kantong pribadi blantik. 
c. Perjanjian kontrak pemilik kambing dan blantik  
Dalam perjanjian kontrak antara penjual kambing dengan 
blantik  dilakukan secara langsung atau face to face. Perjanjian yang 
mereka lakukan dengan ucapan lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, 
atau saling percaya antara pihak penjual dengan blantik. Jangka 
waktu yang diberikan seorang blantik dengan penjual kambing 
ditentukan di awal perjanjian. Pada saat penetuan upah antara blantik 
dengan penjual kambing, upah, yang akan diberikan kepada blantik 
tidak ditentukan atau tidak diperjanjikan diawal berapa besaran upah, 
atau komisii yang akan diberikan.8 
d. Orang yang melakukan akad. 
                                                             
7 Khoirul, wawancara Sudimoro 18 Maret 2019 
8 Hanafi. Wawancara Sudimoro 19 Maret 2019. 


































Pihak-pihak yang melakukan akad dalam mengunakan jasa 
blantik, dilakukan oleh pemilik kambing dan blantik kambing di Desa 
Sudimoro maupun luar Desa Sudimoro yang memiliki peternak 
kambing. Sedangkan yang melakukan perantara jual beli kambing 
adalah blantik.  
Pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian seorang 
memberikan kekuasaan (wewenang) kepada orang lain, yang 
menerimanya,, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.9 
Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akte umum, dalam 
suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau 
dengan lisan. Pada jaman sekarang yang penuh dengan kesibukan, 
sering kali beberapa orang tidak bisa menyelesaikan, urusan-urusanya 
sendiri. Oleh karena itu ia membutuhkan jasa orang lainl untuk 
meyelesaiakan urusanya seperti perantara jual beli kambing melalui 
blantik yang sering dilakukan oleh masyarakat Sudimoro. Pemberian 
kuasa itu menerbitkan perwakilan yaitu adanya seorang yang 
mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum. 
e. Tugas dan fungsi blantik sebagai berikut: 
1) Perantara penjual dan pembeli. 
2) Mencarikan maupun menjualkan barang yang diminta oleh pembeli. 
3) Mempermudah transaksi. 
4) Lebih menghemat waktu. 
                                                             
9 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1792. 


































f. Kriteria blantik. 
1) Berpengalaman dalam menjuakan barang maupun mencarikan 
barang. Hal ini supaya tidak membawa kecewa atau merugikan 
penjual atau pembeli. 
2) Jujur dan amanah. Tidak berbasa-basi dengan salah satu pihak, dan 
harus menerangkan kelebihan dan kekurangan barang tersebut. 
3) Tidak menipu pihak manapun. 
h. Hak dan kewajiban perantara 
1) Para perantara diwajibkan untuk segera mencatat setiap perbuatan 
yang dilakukan dalam buku saku mereka, dan selanjutnya setiap 
hari memindahkanya ke dalam buku-harian mereka, tanpa bidang-
bidang kosong, garis-garis sela, atau catatan-catatan pinggir, 
dengan menyebutkan dengan jelas nama-nama pihak-pihak yang 
bersangkutan, waktu perbuatan atau waktu penyerahan, sifatnya, 
jumlahnya dan harga barangnya barangnya, dan semua persyaratan 
perbuatan yang dilakukan. 
2) Para perantara diwajibkan untuk memberikan kepada pihak-pihak 
yang bersangkutan setiap waktu dan begitu mereka yang berisi 
segala sesuatu yang mereka catat berkenaan dengan perbuatan 
yang menyangkut pihak tersebut. 
3) Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakanya pada waktu 
sipemberi kuasa meninggal. 


































4) Si kuasa berhak mendapat ganti rugi dan persekot-persekot yang 
telah dikeluarkanya sewaktu menjalankan kuasanya meskipun 
urusanya tidak berhasil. 
5) Berhak untuk menahan segala apa kepunyaan sipemberi kuasa 
yang berada ditanganya, sekian lamanya hingga kepadanya telah 
dibayar lunas apa yang dapat dituntunya sebagai akibat pemberi 
kuasa.10 
 
C. Praktik Permintaan Upah Tambahan oleh Blantik Kambing di Desa Sudimoro 
Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang 
Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manusia harus 
bekerja. Dengan bekerja mereka akan mendapatkan upah untuk mencukupi 
kebutuhan hidup mereka. Dilihat dari banyaknya warga Desa Sudimoro 
Megaluh Jombang yang memiliki ternak kambing lebih dari satu ekor, 
mereka memanfaatkan kambing tersebut dijual untuk membantu 
mendapatkan  dana yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, tidak heran jika 
warga Desa Sudimoro menjual beberapa ekor kambingnya untuk membantu 
memperoleh dana cepat, mereka berfikir jika kambingnya dijual melalui 
blantik, pasti akan lebih cepat dan tidak memakan waktu banyak. Dari 
peristiwa tersebut, jasa blantik dijadikan sumber mata pencaharian bagi 
warga disana.11 
                                                             
10Subekti, Aneka Perjanjian (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989), 140.  
11 Hanafi, wawancara 19 Maret 2019.  


































Mayoritas penduduk di Desa Sudimoro adalah karyawan dan 
karyawati dan juga petani namun tidak sedikit juga yang menjadi profesi 
sewa jasa atau disebut sebagai blantik. Yaitu seperti yang dilakukan oleh 
Bapak Khoirul dan Bapak Hanafi. Bapak Khoirul dan Bapak Hanafi sebagai 
pihak sewa jasa atau perantara blantik tersebut telah membantu warga Desa 
Sudimoro sebagai sewa jasa atau perantara untuk menjual maupun 
mencarikan kambing. 
Namun pada praktinya, Pada saat transaksi jual beli kambing sering 
ditemukan tidak menguntungkan kedua belah pihak. Namun hanya 
menguntungkan satu pihak saja. Hal ini karena pada saat penentuan upah 
tidak disebutkan di awal berapa upah yang akan diberikan kepada blantik 
kambing, jika blantik sudah berhasil menjual atau mencarikan kambing yang 
diinginkan. Salah satu blantik  yang diwawancarai penulis bernama Bapak 
Khoirul beliau berusia 51 Tahun. Beliau menceritakan tahapan dalam jual 
beli kambing melalui blantik, pemilik kambing menghubungi pihak blantik 
di Desa Sudimoro yang mereka sudah kenal dan sudah percaya untuk 
menjual kambing warga Desa Sudimoro. Kemudian setelah kedua belah 
pihak sepakat dijual melalui blantik. Pemilik kambing menyampaikan bahwa 
upah atau komisi akan diberikan setelah blantik sudah berhasil  menjual 
kambingnya. Sesuai harga yang diinginkan si pemilik kambing. Untuk upah 
atau komisi yang akan diberikan tidak disebutkan berapa jumlah upah yang 
nantinya akan diberikan kepada blantik.12  
                                                             
12 Khoirul, Wawancara, 18 Maret 2019. 


































Untuk kesepakatan upah yang dimaksud yaitu jika blantik 
menambahkan harga lebih tinggi blantik tidak akan mendapatkan upah dari 
pemilik kambing, karena upah sudah termasuk harga yang diperoleh dari 
penambahan harga hasil penjualan kambing. Namun jika blantik menjual 
dengan harga tetap harga yang disepakati di awal blantik akan mendapatkan 
upah sendiri dari pemilik kambing. Namun saat proses transaksi berlangsung, 
blantik berhasil menjual kambing dengan harga yang diinginkan pemilik 
kambing. Blantik menambahkan harga kambing tanpa sepengetahuan 
pemilik kambing dan blantik meminta upah lagi dari pemilik kambing. 
Padahal kesepakatan awal jika blantik menambahkan harga dari hasil 
penjualan kambing blantik tidak akan mendapatkan upah namun jika blantik 
menjualkan dengan harga tetap dia akan mendapatkan upah dari pemlilik 
kambing. Akan tetapi, blantik  meminta upah tambahan dari hasil penjualan 
kambing. 
 Upah yang diminta blantik berupa uang sebesar Rp100.000,00 
padahal blantik sudah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 
kambing dan pemilik kambing tidak mengetahuinya. Hal ini terjadi karena 
pada saat penentuan upah tidak diperjanjikan diawal akad, berapa jumlah 
upah yang akan diberikan kepada blantik atas jasanya sebagai blantik. 
Blantik merasa hanya mendapatkan upah yang sedikit, upah yang tidak 
sepadan dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menjual maupun mencarikan 
kambing. Sehingga hal ini memicu blantik untuk mendapatkan keuntungan 
yang cukup banyak dengan cara meminta upah tambahan dari pemilik 


































kambing. Maka begitu cara praktik kerja blantik di Desa Sudimoro 
Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. Dengan adanya blantik banyak 
sekali yang merasa terbantu  meskipun banyak risiko yang mungkin terjadi 
terutama pada saat penentuanOupah. Risiko yang mungkin terjadi seperti 
penambhan harga kambing yang dilakukan blantik tanpa sepengetahuan 
pemilikokambing.




































ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERMINTAAN UPAH 
TAMBAHAN OLEH BLANTIK  KAMBING DI DESA SUDIMORO 
KECAMATAN MEGALUH  KABUPATEN JOMBANG 
 
A. Analisis praktik permintaan upah tambahan oleh blantik kambing di Desa 
Sudimoro Megaluh Jombang. 
Pada saat sekarang ini, istilah perjanjian yang sering didengar, 
misalnya ketika seseorang akan membeli hewan ternak (kambing), dan lain 
sebagainya. Jika lihat dari interekasi antara kedua belah pihak yang 
melakukan perjanjian menimbulkan adanya suatu kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh antar pihak. Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang 
dibuat seseorang atau beberapa orang untuk melakukan perbuatan tertentu. 
Oleh karena itu, kaitanya dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dalam 
perjanjian,mmasing-masing pihak hendaknya saling menghormati hak dan 
kewajiban masing-masing 
 
Upah memang suatu hal yang sangat dibutuhkan bagi para kerja, 
karena upah merupakan suatu penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, 
tujuan orang untuk bekerja yaitu agar mendapatkan upah yang sesuai dengan 
pekerjaan yang dilakukanya. Pengertian upah secara umum dapat ditemukan 
didalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 
ayat 30 yaitu “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan 
dalam bentuk uang sebagaigimbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 


































kepadampekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 
perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan” 1 
Disebutkan bahwa dalam akad ija>rah/upah-mengupah ada syarat dan 
rukun yang harus dipenuhi adapun rukun dan syarat ija>rah ada empat yaitu: 
a. Dua orang yang berakad. 
b. S}ighah (i>ja>b dan qabu>l). 
c. Sewa atau imbalan. 
d. Manfaat2 
S}ighah merupakan suatu perjanjian yang dilakukaan oleh satu pihak 
yang melakukan akad. Sedangkan qabu>l merupakan perkataan yang keluar dari 
pihak yang berakad. Ketika melakukan akad atau perjanjian dalam jual beli 
hewan ternak (kambing) melalui blantik kambing di Desa Sudimoro Kecamatan 
Megaluh Kabupaten Jombang. Menggunakan perjanjian secara lisan, adapun 
dalam praktiknya, yang melakukan akad/perjanjian adalah pihak blantik dengan 
pihak pemilik kambing di Desa Sudimoro maupun di luar Desa Sudimoro, yang 
memiliki peternakan kambing. Keduanya dalam melakukan akad perjanjian 
tidak ada paksaan, karena keduanya saling membutuhkan satu sama lain. 
Blantik membutuhkan kambing dan pemilik kambing membutuhkan 
kambingnya untuk dijual. 
Dalam sistem perjanjian yang dilakukan oleh blantik dengan pemilik 
kambing hanya sebatas perjanjian kerja biasa, tidak ada perjanjian tertulis atau 
perjanjian hitam di atas putih sehingga tidak ada kekuatan hukum dalam 
                                                             
1 Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
2 Abdul Rahman Ghazaly, et, al, Fiqih Muamalat (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 276 


































perjanjinya. Pada praktik di lapangan pemilik kambing lah yang menentukan 
berapa upah atau komisi yang nantinya akan diberikan kepada blantik, apakah 
komisi atau upah diberikan sesuai atau tidak dengan kinerja pihak blantik 
tersebut, dan tidak dijelaskan mengenai pemberian upah apakah diditentukan di 
awal, ataupun diberikan setelah kambing itu terjual tanpa adanya rundingan 
dari pihak blantik. 
 Salah satu warga desa yang penulis wawancarai Bapak Khoirul selaku 
blantik. Di awal perjanjian  jika blantik menambahkan harga lebih tinggi 
blantik tidak akan mendapatkan upah dari pemilik kambing, karena upah sudah 
termasuk harga yang diperoleh dari penambahan harga hasil penjualan kambing. 
Namun jika blantik menjual dengan harga tetap harga yang disepakati di awal 
blantik akan mendapatkan upah sendiri dari pemilik kambing. Namun saat 
proses transaksi berlangsung, blantik berhasil menjual kambing dengan harga 
yang diinginkan pemilik kambing. Blantik menambahkan harga kambing tanpa 
sepengetahuan pemilik kambing dan blantik meminta upah lagi dari pemilik 
kambing. Kesepakatan awal antara pemilik kambing dengan blantik yaitu, jika 
blantik menambahkan harga dari hasil penjualan kambing blantik tidak akan 
mendapatkan upah namun jika blantik menjualkan dengan harga tetap dia akan 
mendapatkan upah dari pemlilik kambing. Akan tetapi, blantik  meminta upah 
tambahan dari hasil penjualan kambing sebesar Rp100.000,00. 
Pada saat itu blantik menjual beberapa ekor kambing yang terjual 
sebesar Rp2000.000,00 setelah kambing tersebut terjual blantik memberikan 
hasil penjualan kambing kepada pemilik kambing sebesar Rp1.700.000,00. 


































Yang diawal perjanjian blantik seharusnya menjual kambing dengan harga 
kesepakatan awal yaitu sebesar Rp1.700.000,00. Namun blantik menjual 
kambing dengan harga yang lebih tinggi sebesar Rp2000.000,00. Penambahan 
harga tidak diketahui oleh pemilik kambing dan blantik meminta upah 
tambahan kepada pemilik kambing sebesar Rp100.000,00. Padahal di awal 
sudah dijelaskan oleh pemilik kambing jika blantik menambahkan harga sendiri 
dia tidak akan mendapatkan upah karena upah sudah termasuk tambahan harga 
kambing yang dijual blantik. Namun blantik tetap menambahkan harga 
kambing dan juga meminta upah tambahan kepada pemilik kambing.3 
Seharusnya dalam transaksi jual beli dan upah-mengupah, diharuskan  
menulis atau mencatat sebuah kesepakatan, agar nantinya tidak terjadi hal-hal 
yang tidak diinginkan yaitu seperti penambahan harga kambing tanpa 
sepengetahuan pemilik kambing.  
aktivitas yang dilakukan oleh penjual jasa, dalam rangka meningkatkan 
manfaat suatu barang. Atau jasa yang ditawarkan agar tercapai kepuasan 
konsumen (pembeli jasa) serta terciptanya hubungan yang harmonis diantara 
keduanya. 4  Penjualan jasa harus dilakukan dengan baik sehingga dapat 
memberikan kepuasan kepada pelanggan. Menurut Rambat Lupiyoadi, 
pelayanan atau penjualan jasa yang baik adalah bagaimana seseorang mengerti 
keinginan konsumen. Dan senantiasa memberikan nilai tambahan dimata 
mereka. Untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pelayanan jasa. Menyewa 
suatu jasa untuk diambil manfaatnya didalam Islam disebut juga sebagai ijarah. 
                                                             
3 Khoirul, wawancara, Sudimoro 19 Maret 2019. 
4 Idri, Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi)…, 122. 


































Ija>rah adalah  akad atas manfaat yang mubah lagi diketahui, yang diambil 
sedikit demi sedikit. Selama masa tertentu dari barang yang diketahui atas 
barang yang diberi kriteria dalam tangungan, atau (akad) atas pekerjaan dengan 
upah tertentu.5 
Jual beli kambing melalui jasa blantik, dengan menggunakan biaya 
merupakan suatu akad perjanjian, yang mengambil manfaat dari pelaksanaan 
jual beli kambing melalui blantik. Yang dilakukan oleh blantik ma’qu>d’ alaih 
(manfaat yang ditransaksikan). Dalam proses jual beli kambing melaui jasa 
blantik, blantik melakukan beberapa tahapan yaitu, pemilik kambing 
menghubungi blantik yang mereka sudah kenal setelah itu, blantik menanyakan 
harga kambing. setelah blantik dan pemilik kambing sama-sama sepakat 
kambing dijual melalui jasa blantik. 
Sebagai kopensasi manfaat yang didapat oleh pemilik kambing adalah 
terjualnya kambing yang dijual oleh blantik. Didalam jual beli kambing melalui 
blantik, adanya upah yang tidak ditetapkan di awal atau adanya kesamaran saat 
penentuan komisi atau upah yang diberikan kepada blantik. Dikarenakan pada 
saat penjualan kambing pemilik kambing hanya memberitahukan harga 
kambing yang akan dijual saja kepada blantik. Tidak ada perjanjian penentuan  
upah atau komisi yang nantinya akan didapat oleh blantik. Didalam 
perjanjianya, tidak ada kesepakatan berapa besar upah yang akan didapat 
blantik, setelah ia berhasil menjual kambing. 
 
                                                             
5 Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, Fikih Muyassar…, 387. 


































B. Analisis Hukum Islam Terhadap Permintaan Upah Tambahan Oleh Blantik 
Kambing Di Desa Sudimoro Megaluh Jombang. 
Orang yang menyewa disebut sebagai “mu’jir”, sedangkan orang 
yang menyewakani disebut dengan “musta’jir”. Benda yang 
disewakanmdisebut sebagai “ma’jur”. Uang imbalanmatas pemakaian manfaat 
barang disebut sebagai “ujrah”. Ijarah dibedakan menjadi dua jenis. Jenis 
pertama adalah ija>rah yang berlangsungiatas manfaat yang berasal dari benda 
yang disebutkan ciri-cirinya. Jenis yang kedua adalah mengupahjuntuk 
pekerjaan tertentu.6 Didalam praktik bisa dikatakan sebagai ija>rah yaitu yang 
pertama, blantik  di Desa Sudimoro memberikan manfaattjasanya sebagai 
perantara menjualbmaupun mencarikanbhewan ternak\ (kambing), yang kedua 
manfaat jasa peternak kambing merasa terbantu karena terjualnya kambing 
yang mereka miliki. 
Dijaman yang penuh kesibukan sekarang ini, sering kali seseorang 
tidak sempat menyelesaikan sendiri urusannya. Oleh karena itu ia memerlukan 
jasa orang lain untuk menyelesaikan urusan-urusan itu. Orang ini lalu 
diberikanya kekuasaan atau wewenang untuk menyelesaikan urusan-urusan 
atas namanya.7 Wakil/jasa dalam perdaganagan dalam hukum Islam disebut 
juga sebagai simsa>r ialah, orang yang menjadi penghubung atau perantara 
yang memperlancar proses jual beli. Antara penjual dan pembeli. Masyarkat 
Desa Sudimoro menyebut perantara jual beli dengan menggunakan istiah 
                                                             
6 Shaleh al-Fauzan, Fiqih sehari-hari, terjemah. Abdul hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani 
Press, 2005), 482. 
7 Subekti, Aneka Perjanjian (Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1989), 140. 


































blantik, blantik sendiri merupakan perantara penjualan hewan ternak yang 
nantinya akan mendapatkan upah. 
Pekerjaan samsa>ra (perantara jual-beli) dalam fiqih Islam di sebut juga 
sebagai akad ija>rah yaitu, suatu transaksi yang hanya diambil manfaatya dan 
mendapatkan imbalan. Para Ulama seperti Ibnu Abbas, Imam Bukhori, Ibnu 
Sirin memandang bahwa boleh mengunakan jasa seorang blantik. Dalam fiqih 
sunnah ija>rah berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah, perlu diperhatikan dalam 
paraktik samsa>ra produknya harus halal dan tansaksinya juga harus halal. 
Serta tidak adanya penipuan. Mengapa ditekankan seperti itu karena 
terkadang dalam usaha para anggota menekankan pada level tertentu, para 
anggota memberikan harapan yang berlebihan dan dikuatirkan pada 
pembicaraan yang tidak jujur. 
Akad atau perjanjian yang dilakukan di Desa Sudimoro, hanya 
dengan menggunakan perjanjian secara lisan. Antara pemilik kambing dengan 
blantik kambing. Dalam perjanjian antara pemilik kambing dengan blantik 
kambing, tidak adanya hitam diatas putih atau tidak ada perjanjian tertulis 
sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Pemilik kambing hanya 
menyebutkan dengan lisan sistem pemberian upah atau komisi, apakah 
diberikan di awal atau di akhir pembayaran. Setelah selesai terjualnya 
kambing. Penulis melihat bahwa tidak adanya perjanjian di awal akad, 
penentuan berapa besaran upah yang nantinya akan diberikan kepada blantik 
kambing tersebut. 


































Menurut peneliti mengenai pemberian upah yang diberikan kepada 
blantik sebaiknya dipercepat dan tidak mengulur-ulur waktu pembayaran 
upah. Allah memerintah kita agar segera membayar upah orang-orang yang 
telah selesai menyelesaiakan pekerjaanya yang telah kita bebankan kepada 
mereka. Kecuali jika pemilik jasa mengerjakan pekerjaanya secara suka rela 
dan tidak mengharapkan imbalan apapun kepada kita.  
Menurut Mazhab Hanafi yakni, mensyaratkan mempercepat 
memberikan upah, seperti halnya mempercepat yang sebagian dan 
menanguhkan yang sebagian lagi, yang sesuai dengan kesepakatan kedua 
belah pihak, sekiranya upah itu dikaitan dengan waktu, maka wajib diketahui 
sesudah berakhirnya masa waktu. Hal ini menurut Ulama diharuskan 
memberikan upah sebelum kering keringatnya.  
 
 ُدْبَع ا َنَـث َّدَح ُّيِمَلَّسلا ًَ َّيِطَع ِنْب ِدي ِعَس ُنْب ُب ْهَو اَنَـث َّدَح ُّيِق ْْ َم  ِدلا ِدِيلَوْلا ُنْب ُساَّبَعْلا اَنَـث َّدَح
  ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلَاق َلاَق  َرَمُع ِنْب ِهَّللا ِدْبَع ْنَع ِهِيَبأ ْنَع َمَلْسَأ ِنْب ِدَْيز ُنْب ِنَمْحَّرلا
 ُهُقَرَع  َّفِجَي ْنَأ َلْبَـق َُهرْجَأ َريِجَْلأا اوُطَْعأ َمَّلَسَو ِهْيَلَع 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad 
Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin 
Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 
'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin 
Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."8 
 
Pemberian upah dalam Islam, dilakukan ketika terjadi kesepakatan di 
awal saat transaksi, agar tidak ada kecurangan antar kedua belah pihak. Pada 
                                                             
8 Lidwan Pustaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadist, Hasiat Ibnu Majah 2434. 


































prinsipnya syariat Islam menjelaskan,mbahwa pemberian upah harus adanya 
dua belah yang melakukan transaski, s}ighat dan barang yang dijadikanmobjek. 
Kedua belah pihak yang dimaksud disini adalah pihak blantik dan pemilik 
kambing, yang akan menjual kambing kepada jasa blantik. Namun didalam 
praktinya, pemilik kambing tidak menyebutkan berapa upah yang nantinya 
akan diberikan kepada blantik. Pemilik kambing hanya akan memberikan upah 
setelah kambing itu terjual.  
Namun jika dilihat dari konsep ujrah (upah) besaran upah yang 
nantinya akan diberikan harus diberitahukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai 
dengan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa Nabi melarang mempekerjakan 
buruh sebelum ia menjelaskan besaran upah yang nantinya akan di berikan:  
 ِراَج ِتْسا ِنَع .َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ى َّلَص  ِهَّللا ُلْوُسَر ىَهَـن :َلاَق ُهْنَع ُهَّللاَيِضَر  ديِعَس ْيَِبا ْنَع
دمحأ هاور .ِرَجَحْلا ِءاَق ِْلاَو ,ِسْمَّللاَو ِشْجَّنلا ِنَعَو ,َُهرْجَا ُهَل َن يَـبُـي ىَّتَح ِرْيِجَْلأا 
Artinya:”dari Abu Sa’id r.a. ia berkata: Rasulullah Saw. Melarang seorang 
buruh minta upah, sehingga lebih dahulu dia harus menerangkan (jenis) 
upahnya itu, dan (Rasulullah Saw, melarang) jualan najsy sentuhan dan 
melemparkan batu. (HR. Ahmad )”.9 
Syarat dan rukun ijarah harus tetap diperhatikan dalam menjalankan 
akad ija>rah. Namun dalam praktinya syarat dan rukun ija>rah tidak terpenuhi. 
Karena pada saat pemberian upah tidak ada kesepakatan awal yang 
menjadikan tidak jelas, berapa upah yang nantinya akan diberikan kepada 
blantik setelah berahasil menjual kambing. Hal ini tidak sesuai dengan syarat-
syarat ija>rah yaitu: 
                                                             
9 Nailul Authar, Himpunan Hadits-hadits Hukum. Terj A. Qadir Hassan. Jilid 4 (Surabaya: PT 
Bina Ilmu:  1993), 1880. 


































1. Adanya s}ighat yang harus dipenuhi yaitu harus adanya ucapan yang jelas 
anatara kedua belah pihak. 
2. Kerelaan (keridhoan) antara kedua belah pihak 
3. Adanya kejelasan pada pekerjaan dan kejelasan pada saat akad. 
4. Status upah harus diketahui, karena ia adalah penganti (alat tukar) dalam 
transaksi tukar menukar, sehingga ia harus diketahi sebagaiama harga 
(barang dalam jual beli).   
Seorang blantik dalam melakukan pekerjaanya harus bersikap jujur, 
ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan bisnis yang syubhat dan haram. 
Imbalan yang berhak diterima oleh seorang blantik setelah ia memenuhi 
akadnya, sedangkan pihak yang telah menggunakan jasa blantik harus 
memberikan imbalan kepada blantik. Karena upah atau imbalan dapat 
mensejahterakan orang yang menerimanya setelah ia selesai melakukan 
pekerjaanya 
 َُّمث يِب َيِطَْعأ ٌلُجَر :ًِ َماَيِقْلا َمْوَـي  ْمُهُمْصَخ َاَنأ ًٌ ََثلاَث :ىَلاَعَـت ُهَّللا َلاَق :َلاَق ََةرْـَيرُه يَِبأ ْنَعَو
 ِه ِطْعُـي ْمَلَو ُهْنِم ىََْوَـتْساََ ا ار ْـيِجَأ َرَجْأَتْسا ٌلُجَرَو ,ُهَنََمث َلَكَأََ ,اًّرُح َعَاب ٌلُجَرَو ,َرَدَغ
.ٌمِلسُم ُهاور .َُهرْجَأ 
Artinya : “Dari Abu Hurairah Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda”, “ Allah Ta’ala berfirman, Tiga orang yang Aku 
menjadi musuhnya pada hari kiamat ialah: Orang yang memberi 
perjanjian dengan namaku kemudian berkhianat, orang yang menjual 
orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang 


































mempekerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu bekerja dengan baik, 
namun ia tidak memberikan upahnya”. (HR. Muslim).10 
Upah diberikan sebagai bentuk apresiasi setelah seseorang itu 
melakukan suatu pekerjaan tertetu. Mengenai upah blantik memang belum ada 
penjelasan secara rinci, baik di dalam al-Qur’an maupun hadis akan tetapi 
didalam kaidah-kaidah fikih dijelaskan sebagai berikut: 
 ُلا يَِ ُلْصَلأا ـِْيرْحَت ىَلَع ٌلِْيلَد َّلَُدي َْنأ َّلاِا ًُ َحَابِلْا ًِ َلَماَعماَه  
Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan 
kecuai ada dalil yang mengharamkanya”11  
Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, 
pada dasarnya boleh. Seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, 
kerjasama/perwakilan dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan 
seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi dan riba.12 Untuk menghindari 
hal-hal yang tidak diinginkan, maka barang yang akan ditawarkan harus jelas, 
imbalan atau upah pembagian hasil keuntungan harus ditetapkan terlebih 
dahulu, agar tidak terjadi kesalah pahaman antar pihak, maka seorang blantik 
atau pemilik barang dapat memberikan ketentuan mengenai jumlah keuntungan 
yang diperoleh oleh blantik. Supaya tidak menimbulkan kerugian salah satu 
pihak.13 
                                                             
10 Muhammad bin  Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subul As-Salam Bulugul Maram Terj. 
Muhammad Isnan. Jilid 2 (Jakarta: Darus Sunah, 2015), 252. 
11 Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Nation Sharia Boord- Indonesia Council of 
Ulama Jakarta:Fatwa DSN MUI, 2014. 
12 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih (Jakarta: Kencana, 2017), 130. 
13 Fithriana, fiqih Mua>malah …, 28. 
 
 



































 BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis di atas, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktik permintaan upah tambahan oleh blantik kambing di Desa 
Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, perjanjian upah 
antara pemilik kambing dengan blantik antara lain jika blantik 
menambahkan harga lebih tinggi blantik tidak akan mendapatkan upah 
dari pemilik kambing, karena upah sudah termasuk harga yang diperoleh 
dari penambahan harga hasil penjualan kambing. Namun jika blantik 
menjual kambing dengan harga tetap harga yang disepakati di awal antara 
blantik dengan pemilik kambing blantik akan mendapatkan upah sendiri 
dari pemilik kambing. Namun pada praktiknya blantik menambahkan 
harga kambing dan meminta upah tambahan kepada pemilik kambing 
sebesar Rp100.000,00. Karena pada saat awal transaksi pemilik kambing 
tidak menjelaskan jumlah upah yang akan diberikan kepada blantik 
setelah dia berhasil menjual kambing tersebut. Sehingga hal ini yang 
menjadikan blantik meminta upah tambahan kepada pemilik kambing. 
2. Berdasarkan Analisis Hukum Islam terhadap permintaan upah tambahan 
oleh blantik kambing di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten 
Jombang akad nya menjadi fasakh (batal) yaitu tidak terpenuhinya syarat 


































dan rukun ija>rah, yaitu tidak ada kejelasan jumlah upah yang akan 
diberikan kepada pemilik kambing. 
 
B. Saran 
 Ada beberapa hal yang perlu penulis memberikan saran diantaranya 
sebagai berikut: 
1. Untuk pemilik kambing sebaiknya saat penentuan upah menyebutkan 
jumlah nominal yang akan diberikan kepada blantik. Agar tidak ada 
kecurangan antar kedua belah pihak, seperti penambahan harga saat 
penjualan kambing yang dilakukan blantik tanpa sepengetahuan pemilik 
kambing. 
2. Untuk blantik sebaiknya lebih jujur saat penyampaian informasi terutama 
penyampaian harga kambing yang terjual kepada pemilik kambing agar 
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